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Khoerul Ummam . PENGARUH KUALITAS PELAYANAN PAJAK, 
SANKSI PAJAK, DAN KESADARAN WAJIB PAJAK TERHADAP KEPATUHAN 
WAJIB PAJAK DI KECAMATAN LARANGAN TAHUN 2020. Skripsi. Tegal: 
Fakultas Ekonomi dan bisnis Pancasakti Tegal 2018. 
Kualitas Pelayanan Pajak merupakan suatu hal yang kompleks, yang dapat 
digolongkan menjadi lima dimensi diantaranya Tangibes (Penampilan Jasa), 
Realiability (Kehandalan), Responsiveness (Kecepatan/ Ketanggapan), Assurance 
(Jaminan), Empathy (Empati). 
Sanksi Pajak adalah suatu tindakan berupa hukuman yang diberikan 
kepada orang yang melanggar peraturan, dimana digolongkan menjadi dua 
dimensi diantaranya Kemanfaatan dan Teknis. 
Kesadaran Wajib Pajak adalah tingkat kesiagaan individu, yang dapat 
digolongkan menjadi empat dimensi diantaranya Persepsi Wajib Pajak, 
Pengetahuan Wajib Pajak, Karakteristik Wajib Pajak dan Penyuluhan Perpajakan. 
Hasil pendataan wajib pajak tahun 2017 – mei 2018 di Kecamatan 
Larangan sejumlah 75.863 wajib pajak. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Kualitas Pelayanan 
Pajak, Sanksi Pajak, dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak 
di Kecamatan Larangan tahun 2018. 
Rancangan penelitian ini menggunakan metode kuantitatif, deskriptif, 
verifikatif. Jenis data yang digunakan data primer dimana data dikumpulkan 
melalui kuesioner, sedangkan jumlah sempel yang digunakan 400 wajib pajak. 


















Khoerul Ummam. THE INFLUENCE OF TAX SERVICE QUALITY, TAX 
SANCTIONS, AND TAXPAYER AWARENESS ON TAXPAYER COMPLIANCE IN 
2020 PROHIBITED SUB-DISTRICTS. Essay. Tegal: Faculty of Economics 
Pancasakti Tegal 2017. 
Tax Service Quality is a complex matter, which can be classified into five 
dimensions including Tangibes (Service Appearance), Realiability (Reliability), 
Responsiveness (Speed / Response), Assurance (Assurance), Empathy (Empathy). 
Tax Sanski is an action in the form of punishment given to people who 
violate the rules, which are classified into two dimensions including Use and 
Technical. 
Taxpayer awareness is the level of individual preparedness, which can be 
classified into four dimensions, among them are Taxpayer perception, Taxpayer 
Knowledge, Taxpayer’s Characteristics and Tax Counseling. 
The results of 2017 taxpayer data collection – May 2018 in Larangan 
Subdistrict are 75,863 taxpayers. 
This study aims to determine the effect of Tax Service Quality, Tax Profit, 
and Taxpayer Awareness on Taxpayer Compliance in the Prohibition District in 
2018. 
The design of this study uses quantitative, descriptive, verification 
methods. The type of data used is primary data where data is collected through 
questionnaires, while the number of samples used is 400 taxpayers. 
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A. LATAR BELAKANG 
Dalam rangka memajukan kesejahteraan rakyat dapat diwujudkan 
apabila pemerintah menjalankan pemerintahannya dengan baik dan 
melaksanakan pembangunan disegala bidang. Hal ini tentunya didukung oleh 
pembiayaan negara yang memadai. Suatu negara akan berjalan dengan baik 
ketika sumber keuangan negara stabil ataupun kuat (Handayani, 2007). 
Salah satu penerimaan negara yang saat ini sedang gencar- gencarnya 
digalakan adalah pajak. Pajak merupakan peralihan kekayaan dari sektor 
swasta ke sektor publik berdasarkan Undang – undang  yang dapat 
dipaksakan dengan tidak mendapat imbalan yang secara langsung dapat 
ditunjukan, yang sangat penting bagi pelaksanaan dan peningkatan 
pembangunan nasional sebagai pengamalan pancasila yang bertujuan untuk 
meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat, dan oleh karena itu 
perlu dikelola baik dari segi pemungutan maupun dari segi administrasi 
pengelolaan. 
Pembiayaan belanja negara yang semakin lama semakin bertambah 
besar memerlukan penerimaan negara yang berasal dari dalam negeri tanpa 
harus bergantung dengan bantuan atau pinjaman dari luar negeri. Hal ini 
berarti bahwa semua pembelanjaan negara harus dibiayai dari pendapatan 







Penerimaan pajak terhadap pendapatan negara sangat dominan pada 
masa sekarang ini. Ini terjadi karena pajak adalah sumber yang pasti dalam  
memberikan konstribusi dana kepada negara karena merupakan cerminan dari 
kegotongroyongan masyarakat dalam pembiayaan negara yang diatur oleh 
perundang – undangan yang berlaku. 
Pajak Bumi dan Bangunan merupakan salah satu pajak pusat yang 
wewenangnya akan dilimpahkan kepada daerah. Dengan diberlakukannya 
Undang – Undang No. 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi 
Daerah, PBB sektor perdesaan dan perkotaan menjadi pajak daerah, maka 
penerimaan jenis pajak ini akan diperhitungkan sebagai Pendapatan Asli 
Daerah (PAD) yang menambah sumber pendapatan asli daerah dan 
meningkatkan kemampuan daerah membiayai kebutuhan daerahnya sendiri. 
Dengan mengoptimalkan sektor penerimaan pajak bumi dan bangunan ini, 
diharapkan pemerintah daerah mampu berbuat banyak untuk kepentingan 
masyarakat dan menyukseskan pembangunan.  
Subjek pajak dalam PBB adalah orang atau badan yang secara nyata 
mempunyai suatu hak atas bumi, dan atau memiliki, menguasai, dan atau 
memperoleh manfaat atas bangunan. PBB merupakan pajak yang potensial, 
karena objeknya meliputi seluruh bumi dan bangunan yang berada diwilayah 
Negara Kesatuan Republik Indonesia dan wajib pajak PBB lebih besar 






Dalam Negara Republik Indonesia yang kehidupan Rakyat dan 
perekonomiannya sebagian besar bercorak agraris, bumi termasuk perairan 
dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya mempunyai fungsi penting 
dalam membangun masyarakat adil dan makmur. 
Indrawati (2017) menyebutkan, realisasi penerimaan perpajakan untuk 
tahun 2017 telah mencapai 91, 0 % atau menjadi tertinggi dibandingkan 
dengan realisasi pada dua tahun sebelumnya yang berada dikisaran 83 %. 
Namun pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 
hingga akhir januari 2018 mencatat akselerasi lebih baik dibanding periode 
yang sama pada tahun 2017. Realisasi penerimaan pajak di bulan januari 
2018 tercatat sebesar Rp 78,94 triliun atau tumbuh 11, 17 % secara year – on 
– year. Angka pertumbuhan yang double digit ini merupakan pertumbuhan 
tertinggi dalam empat tahun terakhir. Apabila tidak memperhitungkan 
penerimaan dari uang tebusan Tax Amnesty, maka pertumbuhan penerimaan 
pajak pada januari 2018 mencapai 11, 88 % (Jopin, 2017). 
Banyak upaya pemerintah untuk meningkatkan kesadaran masyarakat 
dalam membayar pajak, seperti suatu slogan yang sering ditulis pada 
spanduk, baliho, televisi dengan pesan bahwa orang bijak taat membayar 
pajak. Ini dimaksudkan supaya warga membayarkan pajaknya dengan 
sukarela. Apabila membayar pajak ini secara sukarela maka diharapkan para 
wajib pajak dapat membayar pajak tepat waktu. Membayar pajak tepat waktu 
menyebabkan dana pemerintah tidak tersendat dan pembangunan menjadi 





melancarkan proses pembangunan. Karena pajak yang dibayarkan 
sepenuhnya digunakan untuk membangun sarana- sarana bagi kepentingan 
umum. 
Salah satu cara untuk mengoptimalkan penerimaan pajak PBB adalah 
dengan meningkatkan kepatuhan pajak PBB. Kepatuhan wajib pajak adalah 
wajib pajak yang disiplin dan taat, serta tidak memiliki tunggakan atau 
keterlambatan penyetoran pajak. Kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh 
beberapa faktor, yaitu : kondisi sistem administrasi pajak suatu negara, 
pelayanan pada wajib pajak, penegakan hukum perpajakan, pemeriksaan 
pajak, dan tarif pajak (Devano dan Rahayu 2006) yang merupakan faktor 
yang berasal dari pemerintah, sedangkan faktor yang berasal dari dalam diri 
wajib pajak yaitu : tingkat pemahaman, pengalaman, penghasilan (Muslim 
2007) dalam Franklin 2008 dan faktor kesadaran perpajakan (Suhardito, 
1999). 
Pelayanan pada wajib pajak bertujuan untuk menjaga kepuasan wajib 
pajak yang nantinya diharapkann dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak 
dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Jika pelayanan kewajiban pajak 
baik maka akan berdampak kepada penerimaan pajak untuk tahun – tahun 
berikutnya. 
Sedangkan kualitas pelayanan adalah perbandingan antara pelayanan 
konsumen dengan kualitas pelayanan yang diharapkan konsumen. Para wajib 
pajak akan patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakannya tergantung 
bagaimana petugas pajak memberikan mutu pelayanan terbaik kepada wajib 





kualitas pelayanan mereka dengan tujuan agar dapat meningkatkan kepatuhan 
wajib pajak dengan menempatkan masyarakat wajib pajak sebagai pelanggan 
yang harus dilayani dengan sebaik – baiknya, layaknya pelanggan dalam 
organisasi bisnis. Pelayanan yang diberikan fiskus terhadap wajib pajak PBB 
diantaranya dalam menentukan PBB, penetapan SPPTnya telah adil sesuai 
dengan yang seharusnya, fiskus memperhatikan terhadap keberatan 
pengenaan pajaknya, memberikan penyuluhan kepada wajib pajak dibidang 
perpajakan khususnya PBB dan kemudahan dalam pembayaran PBB 
(Suyatmin, 2004).  
Pengenaan sanski perpajakan diterapkan sebagai akibat tidak 
terpenuhinya kewajiban perpajakan oleh wajib pajak sebagaimana 
diamanatkan dalam UU Perpajakan. Pengenaan sanksi perpajakan kepada 
Wajib Pajak dapat menyebabkan terpenuhinya kewajiban perpajakan oleh 
Wajib Pajak sehingga dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak itu sendiri. 
Wajib Pajak akan patuh (karena tekanan), mereka berfikir adanya sanksi berat 
akibat tindakan ilegal dalam usahanya untuk menyelundupkan pajak (Devano 
dan Rahayu, 2006 : 112). Sehingga sanksi pajak dapat meningkatkan 
kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar PBB. Dengan kata lain, sanksi 
perpajakan merupakan alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar norma 
perpajakan. 
 
Selain faktor kualitas pelayanan pajak dan sanksi pajak, kepatuhan 
wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pajak. Faktor kesadaran perpajakan 





1999). Kesadaran wajib pajak akan perpajakan adalah  rasa yang timbul dari 
dalam  diri wajib pajak atas kewajibannya membayar pajak dengan ikhlas 
tanpa adanya unsur paksaan. Kesadaran wajib pajak berkonsekuensi logis 
untuk para wajib pajak agar mereka rela memberikan konstribusi dana untuk 
pelaksanaan fungsi perpajakan (Boediono, 1996). 
Kesadaran masyarakat yang rendah seringkali menjadi salah satu 
penyebab banyaknya potensi pajak yang tidak dapat dijaring (Soemarso, 
1998). Sampai saat ini masih banyak masyarakat Indonesia yang menganggap  
bahwa penarikan pajak oleh pemerintah  membebani masyarakat dan  
kekhawatiran akan penyalahgunaan uang pajak seringkali menjadi pemikiran 
masyarakat (Nugroho, 2006). Wajib pajak yang memiliki kesadaran yang 
rendah akan cenderung untuk tidak melaksanakan kewajiban perpajakannya 
atau melanggar peraturan perpajakan yang berlaku. Diperlukan kesadaran 
yang berasal dari diri wajib pajak itu sendiri akan arti dan manfaat dari 
pemungutan pajak tersebut, masyarakat harus sadar bahwa kewajiban 
membayar pajak bumi dan bangunan bukan lah untuk pihak lain, tetapi untuk 
melancarkan jalannya roda pemerintahan yang mengurusi segala kepentingan 
rakyat. Rendahnya kesadaran masyarakat akan perpajakan mempengaruhi 
kewajiban perpajakannya, hal tersebut dapat dilihat masih belum optimalnya 
realisasi penerimaan PBB wajib pajak di kabupaten Brebes. Namun 
Kecamatan Larangan merupakan kecamatan dimana realisasi lima tahun 
terakhir PBB ini mengalami kenaikan yang cukup signifikan meskipun belum 














2013 2 027 337 891 73643 0 330 320 534 
2014 1 888 796 161 72 682 159 071 876 1 674 999 161 
2015 1 887 600 175 74 278 193 185 870 1 473 591 076 
2016 1 889 391 221 73 978 116 329 442 1 541 081 876 
2017 1 996 344 389 75 412 78 287 011 1 680 364 868 
Mei 2018 2 560 992 310 75 863 0 485 017 714 
(Sumber : Kec. Larangan Dalam Angka 2018) 
Semakin meningkatnya penerimaan PBB akan meningkatkan 
pendapatan Asli daerah yang tentu akan berdampak positif pada peningkatan 
daerah agar kedepannya perolehan PBB akan mencapai target yang telah 
ditetapkan. 
Berdasarkan Tabel 1.1 di atas, yang menjadi perhatian penulis adalah 
pada tahun 2013 – 2017 realisasi pokok pertahunnya mengalami peningkatan 
meskipun di tahun 2015 mengalami penurunan sekitar 17%, dan di tahun 
2014 – 2017 terdapat ketetapan denda, dimana pada tahun 2014 ketetapan 
denda cukup tinggi dari tahun sebelumnya, namun di tahun 2017 ketetapan 
denda mengalami penurunan.  
Membayar pajak bumi dan bangunan perkotaan pedesaan bisa 
mendongkrak pembangunan daerah yang muaranya memberi manfaat kepada 
masyarakat. Ini artinya, dengan membayar pajak akan kembali kepada 





dengan Kejaksaan Negeri Brebes dalam rangka peningkatan penerimaan PBB 
dalam penindakan hukum. 
Ada 11 jenis pajak yang tercantum dalam perda no 8 tahun 2010, salah 
satunya diantaranya adalah pajak bumi dan bangunan pedesaan dan 
perkotaan. Sehingga membayar pajak bumi dan bangunan sebetulnya adalah 
menunaikan kewajiban sebagai warga Brebes. 
Hasil penelitian terdahulu seperti yang dilakukan Muliari dan Setiawan 
(2010) melakukan penelitian mengenai pengaruh persepsi tentang sanski 
perpajakan dan kesadaran wajib pajak pada kepatuhan pelaporan wajib pajak 
orang pribadi. Hasil penelitian menunjukan bahwa sanski perpajakan dan 
kesadaran wajib pajak berpengaruh positif pada kepatuhan wajib pajak orang 
pribadi. 
Hardiningsih (2011) melakukan penelitian mengenai faktor – faktor 
yang mempengaruhi kemauan membayar pajak, hasil menunjukan bahwa 
kesadaran membayar pajak berpengaruh positif terhadap kemauan membayar 
pajak. Hal ini menunjukan bahwa semakin tinggi kesadaran yang dimiliki 
wajib pajak maka semakin meningkatkan kemauan membayar kewajiban 
perpajakan. 
Perbedaan dari penelitian yang dilakukan sebelumnya yaitu penelitian 
tersebut menggunakan variabel persepsi tentang sanski pajak, variabel 
kemauan membayar pajak dan beberapa faktor lainnya dalam penelitian. 
Berdasarkan latar belakang masalah diatas  membuat penulis tertarik 





Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar 
PBB pada Kecamatan Larangan”. 
 
B. RUMUSAN MASALAH 
Berdasarkan latar belakang diatas maka perumusan masalahnya adalah : 
1. Apakah Kualitas Pelayanan Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib 
Pajak dalam Membayar PBB di Kecamatan Larangan”? 
2. Apakah Sanksi Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak 
dalam Membayar PBB di Kecamatan Larangan”? 
3. Apakah Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib 
Pajak dalam Membayar PBB di Kecamatan Larangan”? 
4. Apakah Kualitas Pelayanan Pajak, Sanksi Pajak, dan Kesadaran Wajib 
Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar 
PBB di Kecamatan Larangan”? 
 
C. TUJUAN PENELITIAN 
Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan dari penelitian ini 
adalah: 
1. Untuk mengetahui Pengaruh Kualitas Pelayanan Pajak terhadap 
Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan 





2. Untuk mengetahui Pengaruh Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib 
Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kecamatan 
Larangan. 
3. Untuk mengetahui Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan 
Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di 
Kecamatan Larangan. 
4. Untuk mengetahui Pengaruh Kualitas Pelayanan Pajak, Sanski Pajak, dan 
Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam 
Membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kecamatan Larangan. 
 
D. MANFAAT PENELITIAN 
Berdasarkan latar belakang, rumusan masalah dan tujuan penelitian 
diatas, adapun manfaat dari penelitian ini yaitu : 
1. Manfaat Praktis 
a. Sebagai bahan masukan mengenai kualitas pajak, sanski pajak dalam 
rangka memenuhi kewajiban dan kepatuhan perpajakan. 
b. Sebagai bahan pertimbangan dalam menyusun kebijakan mengenai 
perpajakan sehingga penerimaan pajak daerah dapat meningkat. 
2. Manfaat Teoritis  






b. Sebagai penerapan ilmu dan teori yang telah diperoleh selama masa 
perkuliahan dan membandingkanya dengan kenyataan yang ada 
dilapangan. 
c. Sumber referensi untuk penelitian berikutnya tentang pengaruh 
kualitas pelayanan pajak, sanski pajak, dan kesadaran wajib pajak 










                                                              BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 
 
A. Kajian Teori 
1. Pengertian Pajak 
Berdasarkan undang- undang KUP No 28 tahun 2007, pasal 1 ayat 
1, pajak adalah kontsribusi wajib kepada negara yang terutang oleh 
seorang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang- 
undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan 
digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar- besarnya kemakmuran 
rakyat. 
Dr. Soeparman Soemahamidjaja menyatakan pajak adalah iuran 
wajib berupa uang atau barang yang dipungut oleh penguasa berdasarkan 
norma norma hukum, guna menutup biaya produksi barang – barang dan 
jasa – jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum (Waluyo, 2013). 
Menurut Priantara (2009) pajak diartikan sebegai iuran partisipasi 
seluruh anggota masyarakat kepada negara. Atas pungutan tersebut negara 
tidak memberikan kontraprestasi langsung kepada sipembayar pajak. 
Dengan kata lain pajak merupakan iuran yang dibayarkan ke Negara 
berdasarkan peraturan perundang- undangan yang berlaku. 
Dari pengertian diatas, ciri- ciri yang melekat pada pengertian 





a. Pajak dipungut berdasarkan undang- undang serta aturan 
pelaksanaanya yang sifatnya dapat dipaksakan. 
b. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukan adanya kontaprestasi 
individual oleh pemerintah. 
c. Pajak dipungut oleh negara baik pemerintah pusat maupun pemerintah 
daerah. 
d. Pajak diperuntukan bagi pengeluaran- pengeluaran pemerintah, yang 
bila dari pemasukannya masih terdapat surplus, dipergunakan untuk 
membiayai investasi publik. 
e. Pajak dapat pula mempunyai tujuan selain budgeter, yaitu mengatur. 
Adapaun fungsi pajak berkaitan erat dengan manfaat yang 
diperoleh dari pemungutan pajak, yaitu : 
a. Fungsi Penerimaan (Budgeter) 
Pajak berfungsi sebagai sumber dana yang diperuntukan bagi 
pembiayaan pengeluaran- pengeluaran pemerintah. Sebagi contoh, 
dimasukannya pajak dalam APBN sebagai penerimaan dalam negeri. 
Sebagai fungsi penerimaan, pajak merupakan sumber penerimaan 
pemerintah yang dominan karena presentasi peneriman dari sektor ini 






b. Fungsi mengatur (Reguler) 
Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau 
melaksanankan kebjakan dibidang sosial dan ekonomi. Sebagai fungsi 
mengatur, pajak bukan saja merupakan alat untuk mengurangi 
kesenjangan sosial tetapi juga mengarah pada pemerataan dalam 
masyarakat, karena secara tidak langsung pajak dapat merupakan 
pembebanan pada barang bukti. 
c. Fungsi pemerataan (Pajak Distribusi) 
Pajak dapat digunakan untuk menyesuaikan dan 
menyeimbangkan antara pembagian pendapatan dengan kebahagiaan 
dan kesejahteraan masyarakat. 
d. Fungsi Stabilisasi 
Pajak dapat digunakan menstabilkan kondisi dan keadaan 
perekonomian, seperti : untuk mengatasi inflasi, pemerintah 
menetapkan pajak tinggi, sehingga jumlah uang yang beredar dapat 
dikurangi. Sedangkan untuk mengatasi kelesuan ekonomi atau deflasi, 
pemerintah menurunkan pajak, sehingga jumlah uang yang beredar 
dapat ditambah dan deflasi dapat diatasi. 
Ada beberapa jenis pajak yang dipungut pemerintah dari masyarakat 
atau wajib pajak, yang dapat digolongkan berdasarkan sifat, instansi 





a. Jenis pajak berdasarkan sifat 
Berdasarkan sifatnya pajak digolongkan menjadi 2 jenis yaitu : 
1) Pajak tidak langsung (Indirect Tax) 
Pajak tidak langsung merupakan pajak yang hanya 
diberikan kepada wajib pajak bila melakukan peristiwa atau 
perbuatan tertentu. Sehingga pajak tidak langsung tidak dapat 
dipungut secara berkala, tetapi hanya dapat dipungut bila terjadi 
peristiwa atau perbuatan tertentu yang menyebabkan kewajiban 
membayar pajak. Contohnya : pajak penjualan atas barang mewah, 
dimana pajak ini hanya diberikan bila wajib pajak menjual barang 
mewah. 
2) Pajak langsung (Direct Tax) 
Pajak langsung merupakan pajak yang diberikan secara 
berkala kepada wajib pajak berlandaskan surat ketetapan pajak 
yang terdapat jumlah pajak dan tidak dapat dialihkan kepada pihak 
lain. Contohnya : Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan pajak 
penghasilan. 
b. Jenis pajak berdasarkan instansi pemungut 
Berdasarkan instansi pemungutannya, pajak digolongkan 





1) Pajak daerah (lokal) 
Pajak daerah merupakan pajak yang dipungut pemerintah 
daerah dan terbatas hanya pada rakyat daerah itu sendiri, baik yang 
dipungut Pemda Tingkat II maupun Pemda Tingkat I. Contohnya : 
pajak hotel, pajak hiburan, pajak restoran, dll. 
2) Pajak negara (pusat) 
Pajak negara merupakan pajak yang dipungut pemerintah 
pusat melalui instansi terkait seperti Dirjen Pajak, Dirjen Bea 
Cukai, maupun kantor inspeksi pajak yang tersebar diseluruh 
Indonesia.  
c. Jenis pajak berdasarkan objek pajak dan subjek pajak 
Berdasarkan objek dan subjeknya, pajak dibagi 2 yaitu : 
1) Pajak objektif 
Pajak objektif adalah pajak yang pengambilannya 
berdasarkan objektif. Contohnya : pajak impor, pajak kendaraan 
bermotor, bea materai, bea masuk, dll. 
2) Pajak subjektif 
Pajak subjektif adalah pajak yang pengambilannya 







2. Kualitas Pelayanan Pajak 
Setiawan (2014) dan Suardana (2014) menyatakan bahwa kualitas 
pelayanan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Mutu 
pelayanan terbaik yang diterima wajib pajak dari petugas pajak akan 
membuat wajib pajak cenderung patuh untuk membayar kewajiban 
perpajakannya. 
Berbeda dengan Waluyo (2013) menyatakan bahwa kualitas 
pelayanan berpengaruh positif namun tidak terdukung. Kualitas pelayanan 
merupakan penyebab eksternal karena berasal dari luar wajib pajak atau 
akibat dari paksaan situasi. 
Kualitas pelayanan dapat diartikan sebagai pembandingan antara 
pelayanan yang dirasakan konsumen dengan kaulitas pelayanan yang 
diharapkan, maka pelayanan dikatakan berkualitas dan memuaskan, 
begitu juga sebaliknya. Pelayanan publik berkualitas adalah pelayanan 
yang berorientasi kepada aspirasi masyarakat, lebih efisien, efektif dan 
bertanggung jawab Waluyo, (2013).  
Dari definisi tersebut dapat disimpulkan kualitas pelayanan adalah 
ukuran citra yang diakui masyarakat mengenai pelayanan yang diberikan, 
apakah masyarakat puas atau tidak puas. Kualitas jasa / pelayanan sebagai 
ukuran seberapa bagus tingkat layanan yang diberikan mampu sesuai 





Pelayanan yang diberikan fiskus terhadap wajib pajak PBB 
diantaranya daalam menentukan PBB, penetapan SPPTnya telah adil 
sesuai dengan yang seharusnya, fiskus memperhatikan terhadapap 
keberatan pengenaan pajaknya, memberikan penyuluhan kepada wajib 
pajak dibidang perpajakan khususnya PBB dan kemudahan dalam 
pembayaran PBB (Pandimagan, 2014). 
Menurut Parasuraman (1985) menyatakan bahwa ada lima dimensi 
kaulitas pelayanan, yaitu : 
a. Tangibles (bukti fisik), yaitu bukti fisik dan menjadi bukti awal yang 
bisa ditunjukan oleh organisasi penyedia layanan yang ditunjukan oleh 
tambilan gedung, fasilitas fisik pendukung, perlengkapan, dan 
penampilan kerja. Dimana dijabarkan lagi indikator dari dimensi 
Tengibles yaitu ; ruang tunggu pelayanan, loket pelayanan, dan 
penampilan petugas pelayanan. 
b. Realibility (keandalan), yaitu kemampuan penyedia layanan 
membuktikan layanan yang dijanjikan dengan segera, akurat, dan 
memuaskan. Dimana dijabarkan lagi indikator dari dimensi 
Realiability yaitu ; keadaan petugas dalam memberikan informasi 
pelayanan, keadaan petugas dalam melancarkan prosedur pelayanan 
dan keandalan prtugas dalam memudahkan teknik pelayanan. 
c. Responsiveness (daya tangkap), yaitu para pekerja memiliki kemauan 





cepat dan tanggap. Dimana dijabarkan lagi indikator dari dimensi 
Responsiveness yaitu ; respon petugas pelayanan terhadap keluhan 
warga, respon petugas pelayanan terhadap saran warga, dan respon 
petugas pelayanan terhadap kritikan warga. 
d. Assurance (jaminan), yaitu pengetahuan dan kecakapan para pekerja 
yang memberikan jaminan bahwa meraka bisa memberikan layanan 
dengan baik. Dimana dijabarkan lagi indikator dari dimensi Assurance 
yaitu ; kemampuan administrasi petugas pelayanan, kemampuan 
teknis petugas pelayanan, dan kemampuan sosial petugas pelayanan. 
e. Emphaty (empati), yaitu para pekerja mampu menjalin komunikasi 
interpersonal dan memahami kebutuhan pelanggan. Dimana 
dijabarkan lagi indikator dari dimensi Empathy yaitu ; perhatian 
petugas pelayanan, kepedulian petugas, dan keramahan petugas 
pelayanan. 
Cara mengukur yang digunakan peneliti menggunakan skala 
Interval dimana skala interval merupakan skala pengukuran yang 
digunakan untuk menyatakan peringkat untuk antar tingkatan. Jarak 
interval antar tingkatan atau interval antara tingkatanpun sudah jelas, 
hanya saja tidak memiliki nilai nol (0) mutlak. Kualitas pelayanan pajak 
diukur dengan lima dimensi menurut Parasuraman. 





Sanksi adalah suatu tindakan berupa hukuman yang diberikan 
kepada orang yang melanggar peraturan. Peraturan atau undang – undang 
merupakan rambu – rambu bagi seseorang untuk melakukan sesuatu 
mengenai apa yang harus dilakukan  dan apa yang seharusnya tidak 
dilakukan. Sanksi  diperlukan agar peraturan atau undang – undang tidak 
dilanggar. 
Sanski pajak merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan 
perundang- undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ 
ditaati/ dipatuhi, dengan kata lain sanski perpajakan merupakan alat 
pencegah agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan. 
Menurut Tjahjono (2005 : 464), sanski pajak adalah suatu tindakan 
yang diberikan kepada wajib pajak ataupun pejabat yang berhubungan 
dengan pajak yang melakukan pelanggaran baik secara sengaja maupun 
karena alpa. Sanski perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan 
peraturan perundang- undangan perpajakan akan dipatuhi. Dengan kata 
lain, sanksi perpajakan merupakan alat pencegah agar wajib pajak tidak 
melanggar norma perpajakan. Dalam undang- undang perpajakan dikenal 
dua macam sanski, yaitu sanski administrasi dan sanski pidana. 
Pengenaan sanski perpajakan diberlakukan untuk menciptakan 
kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. 
Itulah sebabnya, penting bagi wajib pajak memahami sanski – sanski 





dilakukan ataupun tidak dilakukan. Sanski pajak terdiri dari dua jenis 
yaitu sanski administrasi dan sanski pidana. 
Sanski administrasi merupakan pembayaran kerugian kepada 
negara, khususnya berupa bunga dan kenaikan. Sanki pidana merupakan 
siksaan atau penderitaan dan merupakan suatu alat terakhir atau benteng 
hukum yang digunakan fiskus agar norma perpajakan dipatuhi 
(Mardiasmo, 2006 : 39-40). 
Sanksi pidana dalam perpajakan berupa penderitaan atau siksaan 
dalam hal pelanggaran pajak. Pengenaan sanski pidana tidak 
menghilangkan kewenangan untuk menagih pajak yang masih hutang. 
Sanksi bagi wajib pajak dan pejabat yaitu : 
a. Bagi wajib pajak 
Sanski pidana berdasarkan UU No. 28 tahun 2009 pasal 174 adalah : 
Wajib pajak yang karena kealpaannya tidak menyampaikan 
SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau 
melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan 
keuangan Daerah dapat dipidana dengan pidana kurang paling lama 1 
(satu) tahun atau pidana denda paling banyak 2 (dua) kali jumlah 
pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar. Wajib pajak yang 
dengan sengaja tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan 
tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang 





dengan pidana penjara paling 2 (dua) tahun pidana dengan denda 
paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau 
kurang dibayar. 
Tindak pidana dibidang perpajakan Daerah tidak dituntut setelah 
melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun sejak saat terutangnya pajak 
atau berakhirnya masa pajak atau berakhirnya bagian tahun pajak atau 
berakhirnya tahun pajak yang bersangkutan. 
b. Bagi pejabat 
Sanski pidana berdasarkan UU No. 28 tahun 2009 pasal 176 adalah : 
1) Pejabat atau tenaga ahli yang ditunjuk oleh Kepala Daerah yang 
karena kealpaannya tidak memenuhi kewajiban merahasiakan hal 
sebagaimana dimaksud dalam pasal 172 ayat (1) dan ayat (2) 
dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan 
pidana denda paling banyak Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah). 
2) Pejabat atau tenaga ahli yang ditunjuk oleh Kepala Daerah yang 
dengan sengaja tidak memenuhi kewajibannya atau seseorang 
yang menyebabkan tidak dipenuhinya kewajiban pejabat 
sebagaimana dimaksud dalam pasal 172 ayat (1) dan ayat (2) 
dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua ) tahun dan 






3) Penuntutan terhadap tindak pidana sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) dan ayat (2) hanya dilakukan atas pengaduan orang yang 
kerahasiaannya dilanggar. 
4) Tuntutan pidana sebagaimana dimaksup pada ayat (1) dan ayat (2) 
sesuai dengan sifatnya adalah menyangkut kepentingan pribadi 
seseorang atau Badan selaku Wajib Pajak atau Wajib Retribusi, 
karena itu dijadikan tindak pidana pengaduan. 
Masyarakat selama ini beranggapan bahwa akan dikenakan sanski 
perpajakan bila tidak membayar pajak. Padahal dalam kenyataannya 
banyak hal yang membuat masyarakat atau wajib pajak terkena sanski 
perpajakan, baik itu berupa sanski administrasi (bunga, denda, dan 
kenaikan) maupun sanski pidana. Secara konvensional, terdapat dua 
macam sanski pajak yaitu sanski positif dan sanski negatif. Sanski positif 
merupakan suatu imbalan, sedangkan sanski negatif merupakan suatu 
hukuman (Soekanto, 1988 dalam Ilyas dan Burton, 2010). 
Namun pemberian imbalan apabila wajib pajak patuh dan telah 
memasukan surat pemberitahuan tepat pada waktunya belum 
diperhatikan. Saat ini DJP masih berfokus pada pemberian sanski negatif 
dalam menuntut wajib pajak agar patuh terhadap peraturan perpajakan. 
Apabila dikaitkan dengan undang – undang perpajakan yang berlaku, 
menurut Rahayu (2010) terdapat empat hal yang diharapkan atau dituntut 





a. Dituntut kepatuhan  (compliance) wajib pajak dalam membayar 
pajak yang dilaksanakan dengan kesadaran penuh. 
b. Dituntut tanggung jawab (responbility) wajib pajak dalam 
menyampaikan atau memasukan surat pemberitahuan tepat waktu. 
c. Dituntut kejujuran (honesty) wajib pajak dalam mengisi surat 
pemberitahuan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. 
d. Memberikan sanski (law enforcement) yang lebih berat kepada wajib 
pajak yang tidak taat pada ketentuan yang berlaku. 
Cara mengukur yang digunakan peneliti menggunakan skala 
interval. Sanski pajak dapat diukur undang – undang perpajakan yang 
berlaku, menurut Ilyas dan Burton. 
4. Kesadaran Wajib Pajak 
Menurut Kamus Bahasa Indonesia (1982 : 847), kesadaran adalah 
keadaan tahu, keadaan mengerti dan merasa. Pengertian ini juga 
merupakan kesadaran dari diri seseorang maupun kelompok. Jadi 
kesadaran wajib pajak adalah sikap mngerti wajib pajak badan atau 
perorangan untuk memahami arti, fungsi dan tujuan pembayaran pajak. 
Kesadaran merupakan tingkat kesiagaan individual pada saat ini 
terhadap stimuli eksternal dan internal, artinya terhadap peristiwa – 
peristiwa lingkungan dan sensasi tubuh, memori dan pikiran (Atkinson, 





Utomo 2002) adalah rasa rela untuk melakukan sesuatu yang sebagai 
kewajiban dalam kehidupan bermasyarakat. Jadi kesadaran wajib pajak 
akan perpajakan adalah dimana rasa yang timbul dari dalam diri wajib 
pajak atas kewajibannya membayar pajak dengan ikhlas tanpa adanya 
unsur paksaan. 
Kesadaran wajib pajak atas fungsi perpajakan sebagai pembiyaan 
negara dan kesadaran membayar pajak sangat diperlukan untuk 
meningkatkan kepatuhan wajib pajak (Mardiasmo, 2006). Masyarakat 
harus sadar akan keberadaannya sebagai warga negara yang selalu 
menjunjung tinggi Undang- undang Dasar 1945 sebagi dasar hukum 
penyelenggaraan negara (Handayani, 2007). 
Menurut Waluyo (2013) dan pandimagan (2014), menyatakan 
bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan 
wajib pajak. Kesadaran wajib pajak akan perpajakan adalah rasa yang 
timbul dari dalam diri wajib pajak atas kewajibannya membayar pajak 
dengan ikhlas tanpa adanya unsur paksaan. Dengan kesadaran pajak yang 
tinggi, kepatuhan wajib pajak terhadap kewajiban pajaknya dapat 
meningkat. Hal tersebut sejalan dengan penelitian Pandimagan (2014) 
bahwa kesadaran wajib pajak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan 
wajib pajak. 
Indikator yang digunakan untuk mengukur kesadaran wajib pajak 





a. Mengetahui fungsi pajak, wajib pajak sadar bahwa dengan membayar 
pajak akan digunakan pemerintah sebagai salah satu sumber dana 
pembiyaan pelaksanaan fungsi dan tugas pemerintah secara rutin.  
b. Kesadaran membayar pajak, dengan sadar membayar pajak akan 
dapat digunakan pemerintah sebagai dana umum pelaksanaan fungsi 
dan tugas pemerintah, wajib pajak sadar bahwa negara membutuhkan 
pembiyaan dan pajak merupakan salah satu tulang punggung negara. 
Adapun faktor- faktor yang mempengaruhi kesadaran pajak antara 
lain adalah dari hasil penelitian Rahayu (2006) didapatkan beberapa 
faktor internal yang dominan membentuk perilaku kesadaran wajib pajak 
untuk patuh yaitu : 
a. Persepsi wajib pajak 
Kesadaran wajib pajak untuk memenuhi kewajiban pajaknya 
akan semakin meningkat jika dalam masyarakat muncul persepsi 
positif terhadap pajak. Tourgler, 2008 menyatakan bahwa kesadaran 
membayar pajak untuk patuh membayar pajak terkait dengan 
persepsi yang meliputi paradigma akan fungsi pajak bagi pembiyaan 
pembangunan, kegunaan pajak dalam penyediaan barang publik, 
juga keadilan dan kepastian hukum dalam pemenuhan kewajiban 
perpajakan. 





Tingkat pengetahuan dan pemahaman pembayar pajak terhadap 
ketentuan perpajakan yang berlaku berpengaruh pada perilaku 
kesadaran pembayaran pajak. Wajib pajak yang tidak memahami 
peraturan perpajakan secara jelas cenderung akan menjadi wajib 
pajak yang tidak taat, dan sebaliknya semakin paham wajib pajak 
terhadap peraturan perpajakan, maka semakin paham pula wajib 
pajak terhadap sanski yang akan diterima bila melalaikan kewajiban 
perpajakannya. Penelitian yang dilakukan oleh Prasetyo 2006 
memberikan hasil bahwa pemahaman wajib pajak terhadap peraturan 
perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kesadaran wajib pajak 
dalam melaporkan pajaknya. 
c. Kondisi keuangan wajib pajak 
Kondisi keuangan merupakan faktor ekonomi yang berpengaruh 
pada kepatuhan pajak. Kondisi keuangan adalah kemampuan 
keuangan perusahaan yang tercermin dari tingkat profitabilitas dan 
arus kas. 
Wajib pajak harus melaksanakan aturan dengan benar dan sukarela. 
Jadi kesadaran wajib pajak adalah suatu kondisi dimana wajib pajak 
mengetahui, menghargai dan menaati ketentuan perpajakan yang berlaku 
serta memiliki kesungguhan dan keinginan untuk memenuhi wajib 
pajaknya. Wajib pajak dikatakan memiliki kesadaran apabila (Manik, 





a. Mengetahui adanya undang – undang dan ketentuan perpajakan. 
b. Mengetahui dan memahami fungsi pajak untuk pembiayaan negara. 
c. Memahami bahwa kewajiban perpajakan harus dilaksanakan sesuai 
dengan ketentuan yang berlaku. 
d. Menghitung, membayar, melaporkan pajak dengan sukarela dan 
benar. 
Dimensi kesadaran wajib pajak menurut Rahayu (2006) dibentuk 
oleh dimensi persepsi wajib pajak, pengetahuan wajib pajak, karakteristik 
wajib pajak dan penyuluhan perpajakan. Kesadaran wajib pajak akan 
meningkat bilamana dalam masyarakat muncul persepsi positif terhadap 
pajak. Dengan meningkatnya pengetahuan perpajakan masyarakat 
melalui pendidikan perpajakan baik formal maupun non formal akan 
berdampak positif terhadap kesadaran wajib pajak. 
Karakteristik wajib pajak yang dicerminkan oleh kondisi budaya, 
sosial, dan ekonomi akan dominan membentuk perilaku wajib pajak yang 
tergambar dalam tingkat kesadaran mereka dalam membayar pajak. 
Dengan penyuluhan perpajakan yang dilakukan secara insentif dan 
kontinyu akan dapat meningkatkan pemahaman wajib pajak tentang 
kewajiban membayar pajak sebagai wujud kegotongroyongan nasional 






Cara mengukur yang digunakan peneliti menggunakan skala 
interval. Kesadaran wajib pajak dapat diukur dengan faktor internal yang 
dominan membentuk perilaku kesadaran wajib pajak untuk patuh. 
5. Kepatuhan Wajib Pajak 
Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, kepatuhan berarti tunduk 
atau patuh pada ajaran atau aturan. Sedangkan menurut Agus 
Budiatmanto (1999) kepatuhan adalah motivasi seseorang, kelompok, 
atau organisasi untuk berbuat atau tidak berbuat sesuai dengan aturan 
yang ditetapkan. Dalam pajak, aturan yang berlaku adalah Undang- 
undang perpajakan. Jadi kepatuhan wajib pajak merupakan kepatuhan 
seseorang dalam hal ini wajib pajak terhadap peraturan perundang- 
undangan. 
Nurmatun dalam Rahayu (2010), kepatuhan wajib pajak dapat 
didefinisikan sebagai keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua 
kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya. Adapun 
menurut Machfud Sidik dalam Rahayu (2010) mengemukakan bahwa 
kepatuhan memenuhi kewajiban perpajakan secara sukarela (voluntary of 
complince) merupakan tulang punggung sistem self assesment, dimana 
wajib pajak bertanggung jawab menetapkan sendiri kewajiban perpajakan 






Devano dan Rahayu (2006) menyatakan kepatuhan perpajakan 
merupakan ketaatan, tunduk dan partuh serta melaksanakan ketentuan 
perpajakan. Wajib pajak yang patuh adalah wajib pajak yang taat dan 
memenuhi serta melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai dengan 
ketentuan perundang- undangan perpajakan. Kepatuhan perpajakan adalah 
tindakan wajib pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundang- undangan dan peraturan 
pelaksanaan perpajakan yang berlaku dalam suatu negara. Wajib pajak 
yang patuh adalah wajib pajak yang taat dan patuh serta tidak memiliki 
tunggakan atau keterlambatan penyetoran pajak. 
Adapun jenis – jenis kepatuhan pajak yaitu : 
a. Kepatuhan formal adalah suatu keadaan dimana wajib pajak 
memenuhi kewajiban secara formal sesuai dengan ketentuan dalam 
undang- undang perpajakan. 
b. Kepatuhan material adalah suatu keadaan daimana wajib pajak secara 
subtantif atau hakikatnya memenuhi semua ketentuan material 
perpajakan, yakni sesuai isi dan jiwa undang- undang perpajakan. 
Kepatuhan material dapat juga meliputi kepatuhan formal. 
Sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 
235/KMK.03/2003 tanggal 3 Juni 2003, wajib pajak dapat ditetapkan 
sebagai WP patuh yang diberikan pengembalian pendahuluan kelebihan 





a. Tepat waktu dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan 
dalam 2 (dua) tahun terakhir. 
b. Dalam tahun terakhir menyampaikan SPT Masa yang terlambat tidak 
lebih dari masa 3 (tiga) masa pajak untuk setiap jenis pajak dan tidak 
berturut- turut. 
c. SPT Masa yang terlambat itu disampaikan tidak lewat dari batas 
waktu penyampaian SPT Masa pajak berikutnya. 
d. Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak : 
1) Kecuali telah memperoleh izin untuk mengangsur atau menunda 
pembayaran pajak. 
2) Tidak termasuk tunggakan pajak sehubungan dengan STP yang 
diterbitkan untuk 2 (dua) masa pajak terakhir. 
e. Tidak pernah dijatuhi hukuman karena melakukan tindak pidana 
dibidang perpajakan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir, 
dan 
f. Dalam hal laporan keuangan diaudit oleh akuntan publik atau Badan 
Pengawasan Keuangan dan Pembangunan harus dengan pendapat 
wajar tanpa pengecualian atau dengan pendapat wajar dengan 
pengecualian sepanjang pengecualin tersebut tidak mempengaruhi 





Kepatuhan wajib pajak adalah malasah penting, karena jika wajib 
pajak tidak patuh maka akan menimbulkan keinginan untuk melakukan 
tindakan penghindaran, penyelundupan, dan pelalaian pajak. Yang pada 
akhirnya menyebabkan penerimaan pajak negara akan berkurang. UU 
No. 28 tahun 2007 tentang ketentuan umum perpajakan menyatakan 
wajib pajak yang patuh dilihat dari : kepatuhan dalam mendaftrakan diri, 
kepatuhan dalam perhitungan dan pembayaran pajak terutang dan tidak 
pernah dijatuhi hukuman karena melakukan tindakan pidana. 
Devano dalam Supadmi (2010) menjelaskan faktor – faktor yang 
mempengaruhi kepatuhan wajib pajak antara lain : 
a. Pemahaman terhadap Sistem Self Assesment dan Ketetapan 
Membayar pajak. 
Harahap , 2004 dalam Sussy 2010 menyatakan bahwa 
dianutnya sistem Self Assesment mebawa misi dan konsekuensi 
perubahan sikap (kesadaran) warga masyarakat untuk membayar 
pajak secara sukarela. Sistem self assesment memberikan 
kepercayaan penuh kepada wajib pajak untuk menghitung, 
memperhitungkan, menyetor, dan melaporkan seluruh pajak yang 
menjadi kewajiban. Denan kata lain, wajib pajak menentukan sendiri 
besarnya pajak yang harus terutang.  
Hal ini dapat digunakan untuk mengukur perilaku wajib pajak, 
yaitu seberapa besar tingkat kepatuhan wajib pajak dalam 





pemberitahuan (SPT) secara benar dan tepat, semakin tinggi tingkat 
kebenaran dalam menghitung, ketetapan menyetor serta 
menyampaikan surat pemberitahuan (SPT) secara benar dan tepat, 
maka diharapkan semakin tinggi pula tingkat kepatuhan wajib pajak 
dalam melaksanakan dan memenuhi kewajibannya. 
b. Kualitas Pelayanan 
Pelayanan yang berkulitas harus dapat memberikan 4K, yaitu 
keamanan, kenyamanan, kelancaran, dan kepastian hukum. 
c. Tingkat pendidikan 
Tingkat pendidikan masyarkat yang semakin tinggi akan 
menyebabkan masyarakat lebih mudah memahami ketentuan dan 
peraturan perundang- undangan dibidang perpajakan yang berlaku. 
Pendidikan yang rendah juga tercermin dari masih banyaknya wajib 
pajak terutama orang pribadi yang tidak melakukan pembukuan. 
Tingkat pendidikan rendah juga akan berpeluang wajib pajak enggan 
melaksanakan kewajiban perpajakan karena kurangnya pemahaman 
mereka terhadap sistem perpajakan yang berlaku. 
d. Persepsi wajib pajak terhadap Sanski perpajakan  
Sanski perpajakan diberikan kepada wajib pajak agar wajib 





Adapun indikator kepatuhan pajak menurut Siti Kurnia Rahayu 
(201) yaitu : 
a. Wajib pajak yang mengisi dengan jujur, lengkap dan benar surat 
pemberitahuan (SPT) sesuai ketentuan. 
b. Menyampaikan SPT ke KPP sebelum batas waktu terakhir. 
 
6. Pajak Bumi dan Bangunan 
Pajak bumi dan bangunan menurut UU No 28 tahun 2009 adalah 
pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau 
dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang 
digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan 
pertambangan. Wajib pajak PBB adalah orang pribadi atau badan yang 
memiliki, menguasai, memperoleh manfaat atas bangunan. Subjek PBB 
adalah orang atau badan yang secara nyata mempunyai hak atas bumi, 
memperoleh manfaat atas bumi, memiliki, menguasai, memperoleh 
manfaat atas bumi. 
Wajib pajak memiliki kewajiban membayar PBB yang terutang 
setiap tahunnya. PBB harus dilunasi paling lambat 6 (enam) bulan sejak 
tanggal diterimanya SPPT oleh WP. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang 
(SPPT) merupakan surat yang digunakan oleh Dirjen pajak untuk 





surat yang digunakan oleh wajib pajak untuk melaporkan data objek 
pajaknya disebut Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP). 
Dasar Penenaan Pajak (DPP) adalah nilai jual Objek Pajak, 
Menurut Tahjono (2005) NJOP adalah harga rata rata yang diperoleh dari 
transaksi jual beli yang terjadi secara wajar. Apabila tidak terdapat 
transaksi secara wajar, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga 
dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau NJOP 
pengganti. NJOP ditetapkan setiap tiga tahun oleh Menteri Keuangan, 
kecuali oleh daerah tertentu ditetapkan setiap tahun sesuai perkembangan 
daerahnya. Pajak terutang juga harus diperhatikan, pajak terutang 
ditentukan per 1 Januari pada tahun pajak bersangkutan. Jika terjadi 
perubahan maka diakui atau diperhitungkan pada tahun pajak berikutnya. 
Menurut Undang- Undang No.28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah 
dan Retribusi Daerah tarif pajak bumi dan bangunan untuk Pedesaan dan 
Perkotaan menjadi paling tinggi 0,3 %. Selain itu, besaran NJOPTKP juga 
diubah dari sebelumnya ditetapkan setinggi – tingginya Rp 12 juta, kini 
paling rendah Rp 10 juta per objek pajak. Selain mengubah besaran 
tarifnya, Unang- undang No. 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan 
Retribusi Daerah ini juga menetapkan atauran baru tentang Nilai Jual 
Kena Pajak (NJKP) dan Nilai Jual Obyek Pajak Tidak Kena Pajak 
(NJOPTKP). Sebelumnya, NJKP sudah dikurangi NJOPTKP, kini 





Dengan demikian bersarnya PBB yang terutang dapat dirumuskan : 
PBB = Tarif Pajak x NJKP 
 = 0,3 % * x (NJOP – NJOPTKP **) 
Keterangan : 
*= Paling tinggi 0,3 % ditetapkan sesuai peraturan daerah. 
**= Paling rendah Rp 10.000.000,- sesuai peraturan daerah. 
Sumber : Undang- Undang No.28/2009 
Untuk menilai objek PBB dapat dilihat dari beberapa pendekatan : 
a. Pendekatan data pasar 
Pendekatan yang pada umumnya digunakan untuk menentukan 
NJOP tanah. 
b. Pendekatan biaya 
Metode penghitungan dengan cara menghitung seluruh biaya 
yang dikeluarkan untuk membuat bangunan baru yang sejenis 
dikurangi dengan penyusutan. 
c. Pendekatan pendapatan 
Pengitungan NJOP dengan cara mengkapitalisasikan pendapatan 
satu tahun dari objek pajak yang bersangkutan, pendekatan ini 
biasanya diterapkan untuk objek pajak yang dibangun untuk 
menghasilkan pendapatan, seperti hotel, gedung, perkantoran ynag 





Tindakan pelaksanaan penagihan diawali dengan pengeluaran 
surat teguran sampai pelaksanaan lelang. Tindakan pelaksanaan 
penagihan sejak tanggal jatuh tempo pembayaran, sampai dengan 
pengajuan permintaan penetapan tanggal dan tempat pelelang meliputi 
jangka waktu paling cepat 39 hari. Penentuan jangka waktu tersebut 
diuraikan sebagai berikut : 
a. Penerbitan surat teguran sebagai awal tindakan pelaksanaan 
penagihan pajak dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak saat 
jatuh tempo pembayaran dari jumlah yang harus dibayar dalam 
STP. 
b. Apabila surat teguran tidak dipenuhi oleh Wajib Pajak, maka 
diterbitkan Surat Paksa paing lambat 21 hari sejak tanggal 
pengeluaran surat teguran. 
c. Surat paksa brisikan perintah kepada Wajib Pajak untuk melunasi 
hutang pajaknya dalam waktu 1 x 24 jam sejak tanggal 
pemberitahuan Surat Paksa. Jika dalam jangka waktu tersebut 
hutang pajak tidak dilunasi oleh Wajib Pajak maka diterbitkan 
Surat Perintah Melakukan Penyitaan. 
d. Pengajuan permintaan penetapan tanggal dan tempat pelaksanaan 
lelang dilakukan paling cepat 10 hari sejak tanggal pelaksanaan 
penyitaan. Dalam jangka waktu tersebut dilakukan persiapan yang 





1) Dokumen- dokumen piutang pajak (tindakan STP) 
2) Dokumen- dokumen yang menyangkut tindakan pelaksanaan 
penagihan (Surat Teguran, Surat Paksa, Surat Perintah 
Melakukan Penyitaan, Berita Acara Penyitaan dan lain- lain. 
Selama- lamanya 6 bulan atau denda setinggi- tingginya 2 kali 
pajak yang terutang. 






















































































































































C. Kerangka Pemikiran 
1. Pengaruh Kualitas Pelayanan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak 
Adanya pelayanan baik dari instansi pajak yang bersangkutan 
dapat menjadi modal utama dan menjadi hal yang penting untuk dapat 
menarik perhatian para wajib pajak. Pelayanan pajak dapat berupa 
fasilitas atau segala macam kegiatan yang mendukung wajib pajak untuk 
dapat lebih mudah melaksanakan kewajibannya membayar pajak, atau 





tinggi integritas, akuntabilitas, dan transparasi sehingga menimbulkan 
kepercayaan dari wajib pajak itu sendiri. 
Apabila sudah terdapat kepercayaan dari wajib pajak, maka wajib 
pajak tidak lagi merasa enggan untuk melaksanakan kewajibannya 
membayar pajak dan dapat mendorong sikap patuh pajak dalam diri wajib 
pajak. Hal ini yang menjadi dasar adanya dugaan bahwa kualitas 
pelayanan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. 
Faktor- faktor yang mempengaruhi wajib pajak dalam membayar 
pajak menurut Devano (200) salah satunya adalah kualitas pelayanan 
yang diberikan kepada wajib pajak. Kualitas ini dapat diwujudkan melalui 
pemenuhan kebutuhan dan keinginan pelanggan serta ketepatan 
penyampaiannya untuk mengimbangi harapan pelanggan. 
Kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya membayar 
pajak tergantung bagaimana petugas pajak memberikan mutu pelayanan 
yang terbaik kepada wajib pajak. Dengan memberikan pelayanan yang 
berkualitas maka wajib pajak akan senang dengan membayar pajak. 
2. Pengaruh Sanski Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak 
Sanski adalah suatu tindakan berupa hukuman yang diberikan 
kepada orang yang melanggar peraturan (Arum, 2012). Sanski pajak 
dikenakan kepada wajib pajak yang tidak patuh dalam memenuhi 
perpajakannya (Rohmawati dan Rasmani, (2012). Sanski pajak memiliki 





meremehkan peraturan perpajakan dan patuh dalam membayar pajak. 
Pengenaan sanski pajak kepada wajib pajak dapat menyebabkan 
terpenuhinya kewajiban perpajakan oleh wajib pajak sehingga dapat 
meningkatkan kepauhan wajib pajak itu sendiri (Widiowati, 2014). 
Sanski perpajakan sangat diperlukan dalam sistem pajak agar wajib 
pajak patuh akan kewajibannya membayar pajak. Untuk itu pemerintah 
daerah harus mensosialisasikan dengan baik kepada para wajib pajak agar 
wajib pajak dapat memahami hal- hal yang berkaitan dengan pelaksanaan 
sanski denda serta penyebab – penyebab dikenakannya suatu sanski denda 
terhadap wajib pajak. Jadi semakin tinggi sanski pajak yang diberikan, 
maka akan semakin tinggi pula kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi 
kewajiban perpajakannya. 
Pengenaan sanski perpajakan diterapkan sebagai akibat tidak 
terpenuhinya kewajiban perpajakan oleh wajib pajak sebagaimana 
diamanatkan dalam UU Perpajakan. Pengenaan sanski perpajakan kepada 
wajib pajak dapat menyebabkan terpenuhinya kewajiban perpajakan oleh 
wajib pajak sehingga dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak itu 
sendiri. 
3. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak 
Menurut Boediono (1996) kesadaran wajib pajak berkonsekuensi 
logis untuk para wajib pajak agar rela memberikan konstribusi dan untuk 





yang tinggi akan melaksanakan kewajiban perpajakannya sesuai dengan 
peraturan perpajakan yang berlaku. Sedangkan wajib pajak yang memiliki 
kesadaran yang rendah akan cenderung untuk tidak melaksanakan 
kewajiban perpajakan yang berlaku. Sehingga semakin tinggi tingkat 
kesadaran wajib pajak maka semakin tinggi kepatuhan wajib pajak dalam 
membayar pajak bumi dan bangunan. 
Kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak merupakan perilaku 
wajib pajak berupa pandangan atau perasaan yang melibatkan 
pengetahuan, keyakinan, dan penalaran disertai kecenderungan untuk 
bertindak sesuai stimulus yang diberikan oleh sistem dan ketentuan pajak 
tersebut (Fikriningrum, 2012). 
Pentingnya suatu kesadaran untuk membayar pajak sangat 
diperlukan, mengingat tingginya kepentingan pajak bagi negara 
diwajibkan bagi wajib pajak untuk sadar dalam membayar pajak.  
Dari uraian  kerangka pemikiran diatas dapat disajikan skema model 
pemikiran mengenai pengaruh kualitas pelayanan pajak, sanski pajak, dan 

























D. Perumusan Hipotesis 
Hipotesis adalah jawaban sementara terhadap masalah yang masih 
bersifat praduga karena masih harus dibuktikan kebenarannya. Istilah 
Hipotesis diambil dari bahasa Yunani, yaitu hypo yang artinya dibawah dan 
thesis yang berarti pendirian, pendapat, atau kepastian. Jadi dapat 
disimpulkan Hipotesis merupakan pendapat yang kebenarannya masih 
diragukan. Untuk dapat memastikan kebenaran dari pendapat tersebut, maka 
suatu hipotesis harus teruji atau dibuktikan kebenaranya. 
Berdasarkan perumusan masalah dan kajian teori yang telah diuraikan 
diatas, dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut : 
Kepatuhan Wajib Pajak 
dalam Membayar Pajak 
Bumi dan Bangunan (PBB) 












H1 : Kualitas pelayanan pajak berpengaruh positif terhadap 
kepatuhan wajib pajak. 
H2 : Sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib 
pajak. 
H3 : Kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan 
wajib pajak. 
H4 : Kualitas Pelayanan Pajak, Sanski Pajak, dan Kesadaran wajib 




















A. Pemilihan Metode 
Dari segi Etimologi, metode berarti jalan yang harus ditempuh untuk 
mencapai tujuan. Sehingga metode penelitian merupakan jalan atau cara yang 
ditempuh untuk mencapai tujuan penelitian. Hal tersebut menunjukan bahwa 
metode sangat berperan penting dalam kegiatan penelitian. 
Menurut Sugiyono (2016 : 2) metode penelitian adalah cara ilmiah 
untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Berdasarkan 
hal tersebut terdapat empat kata kunci yang perlu diperhatikan yaitu, cara 
ilmiah, data, tujuan, dan kegunaan. Cara ilmiah berarti kegiatan penelitian itu 
didasarkan pada ciri- ciri keilmuan, yaitu rasional, empiris dan sistematis. 
Rasional berarti kegiatan penelitian itu dilakukan dengan cara- cara yang 
masuk akal, sehingga terjangkau oleh penalaran manusia. Emipiris berarti 
cara- cara yang dilakukan itu dapat oleh indra manusia, sehingga orang lain 
dapat mengamati dan mengetahui cara- cara yang digunakan. Sistematis, 
artinya proses yang digunakan dalam penelitian itu menggunakan langkah- 
langkah tertentu bersifat logis. 
Pada penelitian ini, dengan metode penelitian penulis bermaksud untuk 
mendapatkan informasi yang luas dari suatu populasi. Informasi tersebut 





pelayanan pajak, sanski pajak, kesadaran wajib pajak. Metode penelitian yang 
penulis gunakan yakni metode penelitian kuantitatif dengan analisis deskriptif 
dan verifikatif. 
Sugiono (2016 : 7) menyatakan bahwa metode penelitian kuantitatif 
merupakan metode positivistic karena berlandaskan pada filsafat 
positvisme. Metode ini sebagai metode ilmiah karena telah memenuhi 
kaidah – kaidah ilmiah yaitu konkrit/ empiris, obyektif, terukur, rasional, 
dan sitematis. Metode ini juga disebut metode discovery, karena dengan 
metode ini dapat ditemukan dan dikembangkan berbagai iptek baru. 
Metode ini disebut metode kuantitatif karena data peneliti berupa angka – 
angka dan analisis menggunakan statistik. 
Menurut Moh. Nazir (2011 : 54) metode penelitian deskriptif adalah 
suatu metode dalam meneliti status kelompok manusia, suatu objek, suatu 
set kondisi, suatu sistem pemikiran, ataupun suatu kelas peristiwa pada 
massa sekarang. Tujuan dari metode deskriptif ini adalah untuk membuat 
deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat 
mengenai fakta – fakta, sifat – sifat serta hubungan antar fenomena yang 
diselidiki. 
Sedangkan metode verifikatif menurut Moh. Nazir (2011 : 91) 
adalah metode penelitian yang bertujuan untuk mengetahui hubungan 





perhitungan statistik sehingga didapat hasil pembuktian yang menunjukan 
hipotesis ditolak atau diterima. 
 
B. Lokasi Penelitian 
Objek dari penelitian ini adalah Kecamatan Larangan yang ber 
bertempat di Jl. Raya Larangan No. 15 Desa Larangan. Oleh karena itu 
penulis mengumpulkan data serta melakukan observasi dan pembagian 
kuesioner terkait sistem pemungutan pajak bumi dan bangunan di Kecamatan 
Larangan. 
 
C. Teknik Pengambilan Sample 
Populasi merupakan wilayah generalisasi yang terdiri atas objek/ subjek 
yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh 
peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Setiadi, 2013 : 
101). Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh wajib pajak bumi dan 
bangunan yang berada di Kecamatan Larangan dengan jumlah desa 13 dan 
wajib pajak sampai mei 2018 dengan total 75. 863. 
Sampel adalah sebagian atau wakil yang diteliti. Dinamakan penelitian 
sampel apabila bermaksud untuk menggeneralisasikan hasil penelitian 
(mengangkat kesimpulan penelitian sebagai suatu yang berlaku bagi populasi) 





Margono (2004 : 121) menyatakan bahwa sample adalah sebagai bagian 
dari populasi, sebagai contoh (monster) yang diambil dengan menggunakan 
cara- cara tertentu. Sampel dalam suatu penelitian timbul disebabkan karena 
penelitian dimaksudkan memproduksi objek penelitian sebagai akibat dari 
besarnya jumlah populasi, sehingga harus meneliti sebagian saja. 
Cara pengambilan sample yang digunakan disini adalah Probability 
sampling dimana semua elemen mempunyai peluang untuk terpilih menjadi 
sample, khususnya simple random sampling dengan cara memberikan 
kesempatan yang sama pada seluruh elemen untuk bisa dipilih sebagai 
simple. 






N = populasi 
Moe = margin of eror max yaitu tingkat kesalahan maksimum yang 
masih dapat ditoleransi (ditentukan 5 %). 
Dengan menggunakan rumus diatas dapat ditentukan jumlah sempel 
dalam penelitian sebagai berikut : 
n =
75863














n = 399,99 dibulatkan 400 wajib pajak 
Jadi besarnya sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 400 
responden. 
 
D. Definisi Konseptual dan Operasional 
1. Definisi konseptual 
Definisi konseptual merupakan penggambaran secara umum dan 
menyeluruh  yang menyiratkan maksud dari konsep atau istilah tersebut, 
bersifat konstituatif (merupakan definisi yang disepakati oleh banyak 
pihak dan telah dibakukan di kamus bahasa), formal dan mempunyai 
pengertian yang abstrak. Definisi konseptual bermanfaat untuk membuat 
logika dalam proses perumusan hipotesa. 
Kualitas pelayanan adalah ukuran citra yang diakui masyarakat 
mengenai pelayanan yang diberikan, apakah masyarakat puas atau tidak 
puas. Kualitas jasa / pelayanan sebagai ukuran seberapa bagus tingkat 
layanan yang diberikan mampu sesuai dengan ekspektasi pelanggan. 
Pelayanan yang diberikan fiskus terhadap wajib pajak PBB 





sesuai dengan yang seharusnya, fiskus memperhatikan terhadapap 
keberatan pengenaan pajaknya, memberikan penyuluhan kepada wajib 
pajak dibidang perpajakan khususnya PBB dan kemudahan dalam 
pembayaran PBB (Suyattim, 2004). 
Menurut Tahjono (2005 : 464), sanski pajak adalah suatu tindakan 
yang diberikan kepada wajib pajak ataupun pejabat yang berhubungan 
dengan pajak yang melakukan pelanggaran baik secara sengaja maupun 
karena alpa. Sanski perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan 
peraturan perundang- undangan perpajakan akan dipatuhi. Dengan kata 
lain, sanksi perpajakan merupakan alat pencegah agar wajib pajak tidak 
melanggar norma perpajakan. 
Menurut Kamus Bahasa Indonesia (1982 : 847), kesadaran adalah 
keadaan tahu, keadaan mengerti dan merasa. Pengertian ini juga 
merupakan kesadaran dari diri seseorang maupun kelompok. Jadi 
kesadaran wajib pajak adalah sikap mngerti wajib pajak badan atau 
perorangan untuk memahami arti, fungsi dan tujuan pembayaran pajak. 
2. Definisi Operasional 
Definisi operasional adalah memberikan pengertian terhadap 
konstruk atau variabel dengan mensfessifikasikan kegiatan atau tindakan 
yang diperlukan peneliti  untuk mengukur/ memanipulasinya. Definisi 
operasional ini merupakan jembatan antara tingkat konseptual yang 





Definisi operasional adalah penentuan suatu konstruk sehingga 
menjadi variabel atau variabel- variabel yang dapat diukur.  
Tabel 3.1 
Definisi Operasional Pengaruh Kualitas Pelayanan Pajak, Sanski Pajak, dan 
Kesadaran Wajib Pajak. 






Tangibles - Penampilan petugas 
- Ruang tunggu pelayanan 
- Loket pelayanan 
Interval  1 
2 
3 
 Realiability  - Petugas  dalam memberikan 
informasi pelayanan. 
- Petugas dalam melancarkan 
prosedur pelayanan. 













 Reasvonsiveness - Respon petugas pelayanan 
terhadap keluhan warga 
- Respon petugas pelayanan 
terhadap saran warga. 
- Respon petugas pelayanan 







 Assurance - Kemampuan administrasi 
petugas pelayanan 



















 Emphaty - Perhatian petugas pelayanan 
- Kepedulian petugas 






Kemanfaatan - tercipta kedisiplinan wajib pajak 
- Dapat menumbuhkan efek jera 
kepada wajib pajak yang tidak 
patuh 






 Teknis - Sesuai dengan ketentuan yang 
berlaku 
- Wajib pajak yang tidak patuh 











- Fungsi pajak bagi pembiyaan 
pembangunan 
- Kegunaan pajak dalam 
penyediaan barang publik 








- Pengetahuan mengenai fungsi 
pajak 
- Pengetahuan mengenai sistem 
perpajakan di Indonesia 
















- Kesadaran perpajakan wajib 
pajak 
- Pemahaman wajib pajak 







- Penyuluhan pajak 
- Cara sosialisasi 







E. Teknik Pengumpulan Data 
Metode pengumpulan data adalah teknik atau cara – cara yang dapat 
digunakan oleh peneliti untuk pengumpulan data. Teknik dalam menunjuk 
suatu kata yang abstrak dan tidak diwujudkan dalam benda, tetapi hanya 
dapat dilihat penggunaanya melalui angket, wawancara, pengamatan, ujian, 
dokumentasi dan lain – lain. Penelitian dapat menggunakan salah satu 
gabungan teknik tergantung dari masalah yang dihadapi atau yang diteliti. 






a. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif 
yang berupa nilai atau skor yang telah diolah dari jawaban – jawaban 
kuesioner yang dibagikan kepada wajib pajak.  
b. Persiapan yaitu peneliti mengurus perijinan dan sosialisasi pada instansi 
tempat penelitian, penelitian di bantu perwakilan orang setiap desa yang 
telah dipilih , memberikan penjelasan pada responden yang telah 
memenuhi kriteria. 
c. Cara memperoleh data disini menggunakan data primer dimana data 
dikumpulkan sendiri secara langsung dari objek yang diteliti dan untuk 
kepentingan studi yang bersangkutan. 
d. Pengumpulan data dapat dilakukan dengan menyebarkan kuesioner 
mengenai pertanyaan, dimensi kualitas pelayanan pajak, indikator sanski 
pajak, indikator kesadaran wajib pajak. Berdasarkan bentuk kuesioner 
disini menggunakan kuesioner yang memiliki bentuk semi terbuka. Dalam 
bentuk ini, pilihan jawaban telah diberikan oleh peneliti, namun objek 
penelitian tetap diberi kesempatan untuk menjawab sesuai dengan 
kemauan mereka. 
e. Penelitian kepustakaan, yaitu data yang dikumpulkan dari beberapa buku 
dan literatur tentang perpajakan yang berkaitan dengan permasalahan 
dalam penelitian. 
f. Mengakses situs – situs dan website, metode ini digunakan untuk mencari 






F. Teknik Pengelolaan Data 
Pengelolaan data merupakan salah satu langkah yang penting. Hal ini 
disebabkan karena data yang diperoleh langsung dari penelitian masih 
mentah, belum memberikan informasi apa – apa, dan belum siap untuk 
disajikan (Notoatmodjo, 2010 : 171). Langkah – langkah pengolahan dapat 
dilakukan secara manual, maupun menggunkan bantuan komputer 
(komputerisasi) (Notoatmodjo, 2010 : 174). 
Teknik pengelolaan data dilakukan secara manual, maupun 
menggunakan komputerisasi ini disebabkan data yang diperoleh masih 
mentah, belum memberikan informasi apa apa, dan belum siap untuk 
disajikan. 
Pengelolaan data yang menggunakan komputerisasi berupa SPSS, 
dimana SPSS merupakan aplikasi statistik tingkat lanjut, analisis data dengan 
algoritma machine learning, analisis string, serta analisis big data yang dapat 
diintegrasikan untuk membangun platform data analisis. 
Statistical Package For the Sosial Sciences (SPSS) menyediakan library 
untuk perhitungan statsistik dengan antarmuka interaktif yang menjadikannya 
sebagai software analisis data tingkat lanjut paling populer diberbagai 






G. Analisis Data dan Uji Hipotesis 
Dalam penelitan ini analisis yang digunakan yaitu analisis kuantitatif. 
Analisis kuantitatif dimaksudkan untuk menggambarkan hubungan dan pengaruh 
antara variabel independen terhadap variabel dependen dalam penelitian dengan 
menggunakan perhitungan statistik. 
1. Statistik Deskriptif 
Menurut (Sugiyono, 2017: 29) pengertian statistik deskriptif 
merupakan sebuah statistik yang digunakan untuk menganalisa data 
dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah 
terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan 
yang berlaku untuk umum atau generalisasi. 
2. Uji Kualitas Data 
a. Uji Validitas 
Menurut Ghozali (2018: 51) Uji validasi digunakan untuk 
mengukur sah atau valid tidaknya suatu kuesioner. Suatu kuesioner 
dikatakan valid jika pertanyaan pada kuesioner mampu untuk 
mengungkapkan suatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut. Hasil 
uji validasi masing-masing indikator variabel terhadap total skor 
konstruk untuk variabel Political background, Pengetahuan dewan 
tentang anggaran, Transparasi kebijakan publik, Akuntabilitas publik, 





daerah, menunjukkan hasil yang signifikan yaitu jika r hitung ≥ r tabel 
(0,000 ≥ 0,05). Maka item pertanyaan berkorelasi signifikan terhadap 
skor total (valid). Jika r hitung < r tabel (0,000< 0,05) maka item 
pertanyaan tidak berkorelasi signifikan teradap skor total (tidak valid). 
b. Uji Reliabilitas 
Uji reliabilitas merupakan alat untuk mengukur kuisioner 
yang merupakan indikator dari indikator dan varibel atau konstruk. 
Suatu kuisioner dikatakan handal jika jawaban seseorang terhadap 
pertanyaan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. 
Pengukuran reabilitas dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu: 
1) Repead Measure, artinya dimana seseorang akan diaksih 
pertanyaan yang sama dalam waktu yang berbeda, dan dilihat 
apakahdia tetep konsisten dengan jawabannya atau berbeda. 
2) One Shot, artinya pengukuran yang dilakukan satu kali dan 
hasilnyaakandibandingkan dengan pertanyaan lainatau 
mengukur korelasi antar jawaban pertanyaan (Ghozali, 
2018:46). 
3.Uji Asumsi Klasik 
a. Uji Normalitas 
Ghozali (2018: 161) menyatakan bahwa uji normalitas 





pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Diketahui 
bahwa uji t dan F menggambarkannilai residual mengikuti 
distribusi normal. Apabila asumsi ini dilanggar maka uji statistik 
akan menjadi tidak valid untuk jumlah sampel kecil. Ada dua cara 
untuk mendeteksi apakah residual berdistribusi normal atau tidak 
yaitu: Uji statistik. Uji statistik dapat dilakukan dengan uji statistik 
non-parametrik Kolmogorov-Smirnov (K-S). Uji K-S dilakukan 
dengan membuat hipotesis: 
H0 : Data residual berdistribusi normal 
HA : Data residual berdistribusi tidak normal 
b. Uji Multikolinearitas 
Ghozali (2018: 107) menyebutkan bahwa uji multikolonieritas 
bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya 
korelasi antara variabel bebas (independen). Model regresi yang 
bagussebaiknya tidak terjadi korelasi antara variabel independen. 
Apabila variabel independen ini saling berkorelasi, maka variabel-
variabel ini tidak ortogonal. Variabel ortogonal merupakan variabel 
independen yang nilai korelasi antar sesama variabel independen 
sama dengan nol. Multikolonieritas dapat dilihat darinilai tolerance 
dan Variance Inflation Factor (VIF). Kedua ukuran ini 
menjelaskan setiap variabel independen manakah yang dijelaskan 





setiap variabel independen menjadi variabel dependen (terikat) dan 
diregres terhadap variabel independen lainnya. Tolerance 
mengukur variablitias variabel independen yang terpilih yang tidak 
dijelaskan oleh variabel independen lainnya. Maka nilai tolerance 
yang rendah sama dengan nilai VIF tinggi (karena 
VIF=1/Tolerance). Nilai cutoff yang umum dipakai untuk 
menunjukkan adanya multikolonieritas adalah nilai Tolerance ≤ 
0.10 atau sama dengan nilai VIF ≥ 10.  
Berdasarkan aturan Variance Inflation Factor (VIF) dan nilai 
Tolerance dengan kriteria sebagai berikut : 
1. Jika nilai VIF lebih dari angka 10 atau nilaitolerancekurang 
dari 0.10 maka dikatakan terjadi gejala multikolinearitas. 
2. Jika nilai VIF kurang dari angka 10 atau 
nilaitolerancekurang dari 0.10 maka dikatakan tidak terjadi 
gejala multikolinearitas. 
(Ghozali, 2018:108) 
c. Uji Autokorelasi 
Menurut Ghozali (2018: 111) Uji Autokorelasi bertujuan 
untukmenguji apakah dalam model regresi linier ada korelasi 
antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan periode t-1 
(sebelumnya). Jika terjadi korelasi, maka dinamakan problem 





sepanjang waktu berkaitan satu dengan lainnya. Masalah timbul 
karena residual (kesalahan pengganggu) tidak bebas dari satu 
observasi ke observasi lainnya. Hal ini sering ditemukan pada data 
runtut waktu (time series) karena “gangguan” pada seseorang 
individu/kelompok yang cenderung mempengaruhi “gangguan” 
pada individu/kelompok yang sama pada periode sebelumnya. 
Contoh model regresi yang bagus adalah model regresi yang bebas 
autokorelasi. Salah satu cara untuk mendeteksi autokorelasi adalah 
dengan Uji Durbin-Watson. 
Menurut Sunyoto (2013: 98). salah satu pengukuran untuk 
menentukan ada tidaknya masalah autokorelasi yakni dengan uji 
Durbin-Watson (DW) dengan ketentuan sebagai berikut: 
a. Terjadi autokorelasi positif, jika nilai DW dibawah -2 (DW < -
2). 
b. Tidak terjadi autokorelasi, jika nilai DW berada diantara -2 
dan 2 atau -2 < DW <2. 
c. Terjadi autokorelasi negatif, jika nilai DW diatas 2 atau DW 
>2 
4. Analisis Regresi Linier Berganda 
Menurut Ghozali (2018:96) menyatakan bahwa analisis regresi 





terhadap variabel terikat (dependen). Regresi linier dikelompokkan 
menjadi 2 kelompok yaitu regresi linier sederhana dan berganda. 
Berhubung dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi linier 
berganda, maka analisis ini digunakan untuk menguji pengaruh lebih 
dari satu independen variabel terhadap dependen variabel.  
Rumus analisis regresi linier berganda sebagai berikut: 
Y = a +b1X1+b2X2+b3X3 + e 
Dimana: 
 Y   = Kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar Pajak Bumi  
dan Bangunan (PBB) 
 a  = Konstanta 
 b1- b4 = Koefisien regresi untuk variabel independen  
 X1  = Kualitas Pelayanan Pajak 
 X2  = Sanksi Pajak 
 X3  = Kesadaran Wajib Pajak 
 e   = Eror 
 
5. Uji Hipotesis 





Menurut Ghozali (2018: 98) Uji statistik t pada dasarnya 
menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel penjelas 
independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel 
dependen. Untuk menguji hipotesis ini digunakan uji statistik t dengan 
kriteria pengambilan keputusan sebagai berikut: 
1. Nilai signifikan < 0,05 maka hipotesis diterima. Hal ini 
menunjukkan bahwa variabel independen berpengaruh secara 
signifikan terhadap variabel dependen. 
2. Nilai signifikan > 0,05 maka hipotesis ditolak. Hal ini 
menunjukkan variabel independen tidak berpengaruh secara 
signifikan terhadapvariabel dependen. 
1. Koefisien Determinasi (R2) 
Koefisien determinasi (R2) intinya menguji seberapa jauh 
kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai 
koefisien determinasi adalah antara nol dan satu. Nilai R2 yang kecil 
menjelaskan kemampuan variabel-variabel independen dalam 
menjelaskan variasi variabel dependen amat terbatas. Nilai yang 
mendekati satu maka variabel-variabel independen menjelaskan hampir 
semua informasi yang dibutuhkan untuk menganalisa variasi variabel 
dependen. Secara gambaran umum koefisien determinasi untuk data 





masing pengamatan, sedangkan untuk data runtut waktubiasanya 
mempunyai nilai koefisien determinasi yang tinggi (Ghozali, 2018:97). 
Kelemahan yang paling mendasar dalam penggunaan koefisien 
determinasi adalah bias terhadap jumlah variabel independen yang 
dimasukkan kedalam model. Setiap adanya penambahan satu variabel 
independen, maka R2dipastikan meningkat tidak peduli apakah variabel 
tersebut berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen. Oleh 
sebab itu banyak peneliti menganjurkan untuk menggunakan nilai 
Adjusted R2 pada saat mengevaluasi mana model regresi terbaik. Tidak 
seperti R2, nilai Adjusted R2yang dapat naik atau turun jika satu variabel 















HASIL DAN PEMBAHASAN 
A. Gambaran umum 
Jumlah Penduduk adalah 3,48 Jiwa, selanjutnya melihat dari 
karakteristik wilayah yaitu untuk Kecamatan Larangan dengan kondisi 
wilayah termasuk kedalam keseluruhan perdesaan,adapun jarak ibu kota 
Kecamtan Larangan keibu Kota Kabupaten Brebes. 
Kemudian melihat dari jenis mata pencaharian untuk Kecamatan 
Larangan memiliki Masyarakat yang Bermata pencaharian sebagai petani 
sebanyak 14.817 dan yang memiliki mata pencaharian sebagai pedagang 
sebanyak 1.009 yang memiliki mata pencaharian sebagai buruh sebanyak 
7.333 dan yang memiliki mata pencaharian sebagai pegawai Negri sebanyak 
123. 
Sarana komunikasi yang tersedia baru sebagian kecil wilayah tersedia 
jaringan komunikasi, sehingga dapat mendukung pelaksanaan tugas tugas 
Kecamatan. 
1.1  Sejarah Singkat  Kecamatan Larangan  
Gambaran Umum Wilayah Kecamatan Larangan Kabupaten Brebes 
 Jumlah 137.103 97 0 0 0 0 
Sumber : BPS Kabupaten Brebes 





Mayoritas Penduduk di Kecamatan Larangan adalah mempunyai mata 
pencaharian sebagai Petani dan Buruh Tani yakni76,87 % . 
Untukmengetahuisecaralengkap dapat dilihat tabel berikut : 
a) Tabel 4 : Jumlah Penduduk 10 Tahun Ke Atas Menurut Mata Pencaharian 
di Kecamatan Larangan Tahun 2016 Kondisi Wilayah Kecamatan 
Larangan Kabupaten Brebes 
 Letak Geografis 
Kecamatan Larangan terletak diwilayah tengah bagian barat dari 
Kabupaten Brebes dengan batas-batas sebagai berikut : 
 Sebelah Utara    : Kecamatan Bulakamba dan Kecamatan Wanasari 
 Sebelah Timur   : Kecamatan Songgom, Kecamatan Jatibarang dan 
Kabupaten Tegal 
 Sebelah Selatan : Kecamatan Bantarkawung 
 Sebelah Barat    : Kecamatan Ketanggungan 
 Luas Wilayah 
Kecamatan Larangan terbagi menjadi 11 Desa yang masing-masing 
dipimpin oleh Kepala Desa dengan luas wilayah Kecamatan Larangan 
adalah 16.468 Ha terdiri dari Luas Lahan Sawah 5.948 Ha dan Lahan 
Bukan Sawah 10.520 Ha. 






        Tabel 4.1 






























































 Jumlah 5.948 10.520 16.468 
   Sumber : BPS Kabupaten Brebes 
 Perkembangan Penduduk Kecamatan Larangan Kabupaten Brebes 
Keadaan demografis merupakan hal yang perlu diperhitungkan oleh 
pemerintah daerah untuk keperluan perencanaan,yaitu untuk 
memperkirakan kebutuhan penyediaan dan pemerataan pelayanan dan 
saranasosial masyarakat. Dengan mengetahui keadaan demografis secara 
tepat, pemerintah daerah dapat mengetahui dengan pasti apa yang 
dibutuhkan penduduk. 
 Jumlah Persebaran dan Kepadatan Penduduk 
Untuk mengetahui persebaran dan kepadatan penduduk masing-







Tabel 4. 2  





























































































 Jumlah 164,68 39.446 137.200 833 3,48 
   Sumber : BPS Kabupaten Brebes 
 Keadaan Penduduk Menurut Agama. 
Penduduk pemeluk agama Islam merupakan jumlah terbesar, 
yakni99,93 %.Disusul oleh umat Kristen sebesar 0,07 %, tidak tercatat 
adanya pemeluk agama lain di wilayah Kecamatan Larangan. 
 
Sumber : BPS Kabupaten Brebes. 
 Gambaran Umum SKPD Kantor Kecamatan Larangan Kabupaten 
Brebes 






Kecamatan merupakan Perangkat Daerah yang dipimpin oleh seorang Camat 
yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati sesuai dengan 
Peraturan Daerah Nomor : 08 Tahun 2008 tentang  Organisasi dan Tata Kerja 
Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Brebes. 
Pemerintah Kecamatan merupakan Perangkat Daerah yang bertugas 
membantu tugas Bupati dalam menyelenggarakan Pemerintahan, Pembangunan 
dan Pembinaan Kehidupan masayarakat di wilayah Kecamatan. 
 Tugas Pokok Dan Fungsi 
Tugas Pokok Kecamatan Adalah membantu Bupati dalam 
menyelenggarakan Pemerintahan, Pembangunan dan Pembinaan 
kehidupan masyarakat di wilayah Kecamatan. 
Sedangkan dalam melaksanakan tugas pokok tersebut, Kecamatan 
mempunyai fungsi sebagai berikut : 
a.Memimpin pelaksanaan kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten 
diwilayah        Kecamatan;  
b.Membantu Sekretaris Daerah dalam menyiapkan informasi mengenai 
wilayah Kecamatan; 
c.Mengkoordinasikan kegiatan – kegiatan penyelenggaraan pelayanan 






 Struktur Organisasi DU/DI 
                                BAGAN ORGANISASI KECAMATAN LARANGAN 













  Sumber : Kantor Kecamatan Larangan. 
 .    Uraian Kerja  
Berdasarkan Peraturan Pemerintahan Nomor 19 Tahun 2008 Tentang 
Kecamatan Bahwa Kecamatan Merupakan Perangkat Daerah 
Kabupaten/Kota yang Mempuyai Wilayah Kerja Tertentu Yang dipimpin 
Seorang camat, camat Merupakan Kordinator Penyelenggaran 
Camat 
Drs.A.Mualif M 
Sub Bagian Perencanaan 
dan Keuangan 
Sub Bagian Umum dan 
Kepegawaian 

































Kusworo, SE Suswandoyo, SE 





Pemerintahan diwilayah Kerjanya, dan Bertanggung Jawab Kepada 
Bupati/Wali Kota. 
Dalam Melaksanakan Tugas Pokok Sebagai Mana Tersebut Diatas 
Maka Masing-Masing JabatanDalam Organisasi Kecamatan Pabuaran 
Memiliki Fungsi diantaranya Sebagai Berikut : 
      1. CAMAT 
 Pengkoordinasian Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat. 
 Pengkoordinasian Upaya Penyelenggaraan Ketentuan dan Kertiban 
Umum  
 Pengkoordinasian Penerapan dan Penegakan peraturan Perundang-
Undangan. 
 Pengkoordinasian Pemeliharan Prasarana Dan Fasilitas Pelayanan 
Umum. 
 Pengkoordinasian Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan 
ditingkat Kecamatan. 
 Pembinaan Penyelenggaran Kegiatan Pemerintahan Daesa Atau 
Kelurahan. 
 Pelaksanaan Pelayanan Masyarakat Yang Menjadi Ruang Lingkup 
Tugasnya Atau Yang Belum Dapat Dilaksanakan Pemerintahan 
Desa Atau Kelurahan. 





Bupati Untuk Menangani Sebagai Urusan Otonomi Daerah, Sesuai 
Ketentuan Yang Berlaku. 
 Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Yang 
Metnjadi Tugas Poko dan Fungsi Kecamatan. 
 Pelaksana Urusan Tata Usaha.  
      2.  Kepala Seksi Tata Pemerintahan 
 Penyususnan Program Kegiatan Dibidang Pemerintahan. 
 Pelaksanaan Kegiatan Administrasi Pemerintahan Kecamatan dan 
Desa. 
 Pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan Tertib Admistrasi 
Pemerintahan Desa. 
 Pelaksanaan Bimbingan,Superfisi,Psailitas dan Konsupasi 
Pelaksanaan Administarsi Desa. 
 Pelaksanaan Bimbingan dan Pengawasan Terhadap Kinerja Kepala 
Desa. 
 Pelaksanan Evaluasi Penyelenggaraan PemerintahanDesa Ditingkat 
Kecamatan. 
 Pelaksanaan Pengelolaan dan Pengendalian Administrasi 





      3.  Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan 
 Penyususnan Program Kegiatan Seksi Ekonomi dan Pembangunan. 
 Pelaksanaan Pembinaan Perekonomian, Perbankkan,Perkreditan, 
Rakyat dan Perkoprasian. 
 Pelaksanaan Pembinaan Peternakan,Pertanian,Perkebunan, 
Perhutanan, Perikanan dan Kelautan. 
 Pelaksanaan Pembinaan Pertambangan dan Energi. 
 Pelaksanaan Pembinaan Perindustrian, Keparawisataan industry 
dan distribusi. 
 Pelaksanan Pelayanan Kepada Masyarakat dibidang Ekonomi dan 
Pembangunan. 
 PelaksanaanUsaha Informal, industry Kecil dan Kerajinan 
Perekonomian Masyarakat.  
      5. Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 
 Penyusunan Program Kegiatan Seksi Pemberdayaan Masyarakat 
dan Desa. 
 Pelaksanaan Pembinaan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. 






 Penggerakan dan PengembanganPartisipasi Masyarakat Untuk Ikut 
Serta Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Di 
Desa dan Kecamatan. 
 Pelaksanan Pembinaan dan PengawasanTerhadap Keseluruhan 
Unit Kerja Baik Pemerintahan Maupun Swasta Yang Mempuyai 
Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan diwilayah Kerja 
Kecamatan.  
 Pelaksanaan Evaluasi Terhadap Berbagai Pemberdayaan 
Masyarakat diwilayah Kecamatan Baik Yang dilakuakan  Oleh 
Unit Kerja Pemerintahan Maupun Swasta. 
 Pelaksanaan Tugas-Tugas Lain Dibidang Pemberdayaan 
Masyarakat Sesuai Dangan Peraturan Perundang-Uandangan. 
Selanjutnya Berdasarkan Pada Nomor. 03 Tahun 2009 Tentang 
Kecamatan dan Pembentukan Organisasi Kecamatan Dikabupaten Serang, 
Telah Dibentuk Jabatan Dibawah Sekertaris Kecamatan Yaitu Sub Bagian 
Antara Lain ; 
1.      Sub Bagian Umum. 
2.      Sub BAgian Keuangan. 








B. Hasil Penelitian 
1. Deskripsi Data 
Sebelum dilakukan analisis terlebih dahulu akan disajikan tentang 
deskriptif dari penelitian ini. Pengumpulan data dilakukan dengan penyebaran 
kuesioner kepada 1 responden. Dari penyebaran kuesioner yang telah 
dilakukan maka dapat diketahui gambaran mengenai responden yang menjadi 
objek penelitian. 
Adapun kuesioner yang diberikan berkenaan dengan modernisasi struktur 
organisasi, modernisasi prosedur organisasi, modernisasi strategi organisasi, 
modernisasi budaya organisasi serta kepatuhan wajib pajak. Kuesioner 
selanjutnya diisi oleh wajib pajak masyarakat kecamatan larangan dengan cara 
memberikan jawaban berupa tanda centang pada jawaban sesuai penilaian 
pribadi masing-masing pegawai pajak. 
2. Analisis deskriptif 
Statistik deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menganalisa data 
dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul 
sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku 
untuk umum atau generalisasi. 
               
 
 





                                    Descriptive Statistics 
 
Descriptive Statistics 
 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 
Kualitas Pelayanan Pajak 99 34 75 57,36 8,147 
Sanksi Pajak 99 11 24 18,87 2,985 
Kesadaran Wajib Pajak 99 27 60 43,39 7,175 
Kepatuhan Wajib Pajak 99 18 38 29,63 3,792 
Valid N (listwise) 99     
 
Tabel di atas, menunjukkan bahwa item kualitas pelayanan pajak (X1) 
memiliki nilai minimal 34, maksimal 75, rata-rata 57,36, nilai standard 
deviation 8,175. Sanksi Pajak  (X2) memiliki nilai minimal 11, maksimal 24, 
rata-rata 18,87, nilai standard deviation 2,985. Kesadaran Wajib Pajak (X3) 
memiliki nilai minimal 27, maksimal 60, rata-rata 43,39 , nilai standard 
deviation 7.175.Kepatuhan wajib pajak (Y) memiliki nilai minimal 18, 
maksimal 3, rata-rata 29,63, nilai standard deviation 3,792 
a. Hasil Uji Kualitas Data 
1. Hasil Uji Validitas 
Menurut Ghozali (2018: 51) uji validitas digunakan untuk 
mengukur sah atau valid tidaknya suatu kuesioner. Pada uji 
validitas ini diambil responden sejumlah 99 orang wajib pajak. 
Kemudian data tersebut dianalisis dengan menggunakan teknik 
korelasi product moment pada level of significant 5% (0,05) 
dengan derajat kebebasan (n-2) r tabel = 0,1975. Dengan 





dan apabila r hitung < r tabel maka item pertanyaan tersebut tidak 
valid, juga apabila nilai r hitung dari item pertanyaan tersebut 
negatif maka tidak valid. Adapun hasil perhitungan SPSS vs 22 
untuk tiap item pertanyaan adalah sebagai berikut: 
                                  Tabel 4.4 
                      Hasil Validitas Efektifitas Atas Sistem Perpajakan 
Variabel Kode Item r Hitung r Tabel Keterangan 
Kualitas Pelayanan 
Pajak 
X1.1 0,215 0,1975 Valid 
X1.2 0,749 0,1975 Valid 
X1.3 0,654 0,1975 Valid 
X1.4 0,520 0,1975 Valid 
X1.5 0,514 0,1975 Valid 
X1.6 0,561 0,1975 Valid 
X1.7 0,558 0,1975 Valid 
X1.8 0,531 0,1975 Valid 
X1.9 0,638 0,1975 Valid 
X1.10 0,607 0,1975 Valid 
X1.11 0,559 0,1975 Valid 
X1.12 0,535 0,1975 Valid 
X1.13 0,587 0,1975 Valid 
X1.14 0,576 0,1975 Valid 
X1.15 0,548 0,1975 Valid 
Sanksi Pajak 
X2.1 0,653 0,1975 Valid 
X2.2 0,712 0,1975 Valid 
X2.3 0,683 0,1975 Valid 
X2.4 0,596 0,1975 Valid 
X2.5 0,597 0,1975 Valid 
Kesadaran Wajib Pajak 
X3.1 0,472 0,1975 Valid 
X3.2 0,483 0,1975 Valid 
X3.3 0,431 0,1975 Valid 
X3.4 0,547 0,1975 Valid 
X3.5 0,679 0,1975 Valid 
X3.6 0,630 0,1975 Valid 
X3.7 0,526 0,1975 Valid 





X3.9 0,721 0,1975 Valid 
X3.10 0,694 0,1975 Valid 
X3.11 0,633 0,1975 Valid 
X3.12 0,702 0,1975 Valid 
Kepatuhan Wajib Pajak 
Y.1 0,331 0,1975 Valid 
Y.2 0,489 0,1975 Valid 
Y.3 0,437 0,1975 Valid 
Y.4 0,470 0,1975 Valid 
Y.5 0,349 0,1975 Valid 
Y.6 0,425 0,1975 Valid 
Y.7 0,461 0,1975 Valid 
Y.8 0,515 0,1975 Valid 
Y.9 0,467 0,1975 Valid 
 
2. Hasil Uji Reliabilitas 
Untuk menguji keandalan kuesioner maka digunakan uji reliabilitas. 
Reliabilitas adalah alat untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan 
indikator dari variabel atau konstruk. Suatu kuesioner dikatakan reliabel atau 
handal jika jawaban seseorang terhadap pernyataan adalah konsisten apabila 
dilakukan pengukuran dua kali atau lebih terhadap gejala yang sama dengan 
alat ukur yang sama. Kriteria pengukuran uji reliabilitas dilakukan dengan 
cara one shot atau pengukuran sekali saja yakni suatu variabel dikatakan 
reliabel jika memberikan nilai cronbach alpha> 0,7 dengan ketentuan apabila 
r hitung > nilai cronbach alpha maka item pernyataan tersebut reliabel dan 
apabila r hitung < nilai cronbach alpha maka item pernyataan tersebut tidak 















Items N of Items 
,871 ,870 99 
 
Dari hasil perhitungan uji reliabilitas, variabel Kualitas pelayanan pajak (X1) 
, Sanksi pajak (X2),  Kesadaran wajib Pajak (X3), dan Kepatuhan Wajib 
pajak (Y) memiliki nilai  Cronbachs Alpha 0,871 . hal tersebut menunjukan 
bawa nilai Cronbachs Alpha < 0,7, maka variabel Kualitas pelayanan pajak 
(X1) , Sanksi pajak (X2),  Kesadaran wajib Pajak (X3), dan Kepatuhan Wajib 
pajak (Y)   dinyatakan reliabel. 
b. Hasil Uji Asumsi Klasik 
Untuk mengetahui apakah model regresi benar-benar 
menunjukkan hubungan yang signifikan dan mewakili (representatif), 
maka model tersebut harus memenuhi uji asumsi klasik regresi, yang 
meliputi: 
1. Uji Normalitas  
Berdasarkan Ghozali (2018: 161) menyatakan bahwa uji 





variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. 
Seperti diketahui bahwa uji t dan F mengasumsikan bahwa nilai 
residual mengikuti distribusi normal. Cara yang digunakan  untuk 
mendeteksi apakah residual berdistribusi normal atau tidak yaitu 
dengan uji statistik. 
Uji statistik yang digunakan yaitu menggunakan uji 
Kolmogorov Smirnov dengan dasar pengambilan keputusan jika 
nilai sig (signifikansi) > 0,05 maka data berdistribusi normal dan 
apabila nilai sig (signifikansi) < 0,05 maka data tidak berdistribusi 
normal. Menurut Ghozali (2018: 166) uji K-S dilakukan dengan 
membuat hipotesis : 
H0  : Data residual berdistribusi normal 



















Normal Parametersa,b Mean 29,6262626 
Std. Deviation 1,47604552 
Most Extreme Differences Absolute ,058 
Positive ,042 
Negative -,058 
Test Statistic ,058 
Asymp. Sig. (2-tailed) ,200c,d 
a. Test distribution is Normal. 
b. Calculated from data. 
c. Lilliefors Significance Correction. 
d. This is a lower bound of the true significance. 
 
Sumber: Output SPSS Versi 22 
Berdasarkan hasil output pengolahan data uji normalitas 
dengan menggunakan rumus Kolmogorov-Smirnov Test 
sebagaimana tertera pada tabel 4.8, maka dapat diperoleh nilai 
Asymp. Sig. (2-tailed) sebesar 0,200 lebih besar dari 0,05. 
Sehingga dapat disimpulkan bahwa data yang diuji berdistribusi 
normal. 
2. Uji Multikolonieritas 
Uji multikolonieritas bertujuan untuk menguji apakah model 
regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas 
(independen). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi 
korelasi diantara variabel independen. Apabila terdapat variabel 





variabel tersebut tidak ortogonal. Variabel ortogonal merupakan 
variabel independen yang nilai korelasi antar sesama variabel 
independen sama dengan nol (Ghozali, 2018: 107). 
Multikolinieritas juga dapat dilihat dari nilai tolerance dan  
VIF (Variance Inflation Factor). Kedua ukuran tersebut 
menunjukkan bahwa setiap variabel independen manakah yang 
dijelaskan variabel independen yang lain. Dengan demikian, nilai 
tolerance yang rendah sama dengan nilai VIF yang tinggi (karena 
VIF=1/tolerance). Nilai cutoff yang umumnya dipakai untuk 
menunjukkan adanya multikolinieritas adalah nilai tolerance ≤ 
0,10 atau sama dengan nilai VIF ≥ 10 (Ghozali, 2018: 108). Hasil 
uji multikolonieritas penelitian ini disajikan dalam tabel berikut : 
Tabel 4.7 














Wajib Pajak ,651 1,535 
a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak 






Berdasarkan hasil output uji multikolonieritas pada model 
regresi seperti tertera pada tabel 4.9, diperoleh data bahwa nilai 
tolerance Kualitas Pelayanan Pajak sebesar 0,772, Sanksi Pajak 
sebesar 0,663 dan Kesadaran Wajib Pajak sebesar 0,651. Semua 
nilai tolerance tersebut masing-masing biaya > 0,1. Sementara 
nilai dari VIF Kualitas Pelayanan Pajak sebesar 1,295, Sanksi 
Pajak sebesar 1,508 dan Kesadaran Wajib Pajak 1,535. Semua 
nilai VIF tersebut masing-masing <10,00. Sehingga dapat 
diperoleh suatu kesimpulan bahwa model regresi dalam penelitian 
ini tidak terjadi gejala multikolonieritas. 
3. Uji Autokorelasi 
Uji autokorelasi digunakan untuk menguji apakah dalam 
model regresi linier ada korelasi antara kesalahan pengganggu 
pada periode t dengan kesalahan pengganggu periode t-1 
(sebelumnya). Jika terjadi korelasi, maka dinamakan ada problem 
autokorelasi. Uji autokorelasi digunakan pada model regresi yang 
datanya time series (Ghozali, 2018: 111). Menurut Sunyoto (2013: 
98). salah satu pengukuran untuk menentukan ada tidaknya 
masalah autokorelasi yakni dengan uji Durbin-Watson (DW) 
dengan ketentuan sebagai berikut: 






b. Tidak terjadi autokorelasi, jika nilai DW berada diantara -2 
dan 2 atau -2 < DW <2. 
c. Terjadi autokorelasi negatif, jika nilai DW diatas 2 atau DW 
>2. 
Tabel 4.8 
Hasil Uji Autokorelasi 
 
Model Summaryb 
Model R R Square 
Adjusted R 
Square 
Std. Error of the 
Estimate Durbin-Watson 
1 ,389a ,152 ,125 3,548 1,933 
a. Predictors: (Constant), Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Pajak, Sanksi Pajak 
b. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak 
 
Sumber : Output SPSS Versi 22 
Berdasarkan data tabel 4.10 diperoleh nilai hitung Durbin-
Watson sebesar 1,933, hal ini menunjukkan bahwa nilai tersebut lebih 
besar dari -2 dan lebih kecil dari 2 atau -2 < 1,933 <2. Maka dapat 
disimpulkan, data yang digunakan dalam penelitian ini bebas 
auokorelasi atau tidak terjadi autokorelasi. 
c. Hasil Analisis Regresi Linier Berganda 
Analisis regresi berganda bertujuan untuk mengetahui tingkat 
hubungan antara variabel independen secara bersama-sama terhadap 













T Sig. B Std. Error Beta 
1 (Constant) 23,465 2,959  7,930 ,000 
Kualitas Pelayanan Pajak ,139 ,050 ,300 2,787 ,006 
Sanksi Pajak -,400 ,147 -,315 -2,712 ,008 
Kesadaran Wajib Pajak ,131 ,062 ,249 2,124 ,036 
a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak 
 
Sumber: Output SPSS Versi 22 
Pada kolom unstandardized coefficient (B), tertera nilai constant 
sebesar 23,465, koefisisen Kualitas Pelayanan Pajak sebesar 0,139, 
Sanksi Pajak sebesar -0,400, dan Kesadaran Wajib Pajak 0,131.  
Dengan demikian dapat ditulis persamaan regresi menjadi bentuk 
persamaan sebagai berikut: 
Y= 23,465 +  0,139X1 - 0,400X2+ 0,131X3+e 
Persamaan tersebut mempunyai arti sebagai berikut: 
a. Konstanta sebesar 23,465 berarti bahwa tanpa adanya variabel, 
Kualitas Pelayanan Pajak, Sanksi Pajak dan Kesadaran Wajib 
Pajak maka Kepatuhan Wajib Pajak adalah sebesar 24,365 
b. Jika variabel Kualitas Pelayanan Pajak naik satu, maka akan 






c. Jika variabel Sanksi Pajak naik satu, maka akan menyebabkan 
penurunan sebesar 0,400 pada Kepatuhan Wajib Pajak. 
d. Jika variabel Kesadaran Wajib Pajak naik satu, maka akan 
menyebabkan kenaikan sebesar 0,131 pada Kepatuhan Wajib 
Pajak. 
d. Hasil Uji Hipotesis 
Uji statistik t pada dasarnya menunjukkan seberapa besar 
pengaruh dari satu variabel penjelas/independen secara individual 
dalam menerangkan variasi variabel dependen (Ghozali, 2018: 98). 
Pada penelitian ini pengujian dengan menggunakan signifikansi level 
0,05 (α = 5%). 
Tabel 4.10 






T Sig. B Std. Error Beta 
1 (Constant) 23,465 2,959  7,930 ,000 
Kualitas Pelayanan Pajak ,139 ,050 ,300 2,787 ,006 
Sanksi Pajak -,400 ,147 -,315 -2,712 ,008 
Kesadaran Wajib Pajak ,131 ,062 ,249 2,124 ,036 
a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak 
Sumber: Output SPSS Versi 22 
Berdasarkan data yang terdapat dalam tabel 4.12 diperoleh 
suatu kesimpulan sebagai berikut: 
1) Nilai signifikan t Kualitas Pelayanan Pajak (X1) sebesar 0,06 





demikian dapat disimpulkan bahwa Kualitas Pelayanan Pajak 
berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. 
2) Nilai signifikan t Sanksi Pajak (X2) sebesar 0,08 sehingga nilai 
signifikan lebih kecil dari 0,05. Dengan demikian dapat 
disimpulkan bahwa Sanksi Pajak berpengaruh terhadap 
Kepatuhan Wajib Pajak. 
3) Nilai signifikan t Kesadaran Wajib Pajak (X3) sebesar 0,036 
sehingga nilai signifikan lebih kecil dari 0,05. Dengan 
demikian dapat disimpulkan bahwa Kesadaran Wajib Pajak 
berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. 
e. Hasil Uji Koefisien Determinasi 
Menurut Ghozali (2018: 97) koefisien determinasi pada 
hakikatnya mengukur seberapa jauh kemampuan persamaan model 
dalam menerangkan variasi yang terdapat pada variabel dependen. 
Nilai R2 terletak antara 0 sampai 1 (0 < R2< 1), nilai R2 yang kecil 
berarti menunjukkan kemampuan variabel-variabel independen dalam 
menjelaskan variasi variabel dependen amat terbatas dan apabila nilai 
mendekati satu maka variabel-variabel independen memberikan 
hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi 
variabel dependen. Koefisien determinasi dapat dihitung untuk 





dependen. Jika proses mendapatkan nilai R2 yang tinggi adalah baik, 
tetapi jika nilai R2 rendah bukan berarti model regresi jelek. 
Tabel 4.11 
 Hasil Uji Koefisien Determinasi 
 
Model Summary 
Model R R Square 
Adjusted R 
Square 
Std. Error of the 
Estimate 
1 ,389a ,152 ,125 3,548 
a. Predictors: (Constant), Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Pajak, 
Sanksi Pajak 
Sumber: Output SPSS Versi 22 
 
Pada tabel 4.14 didapat nilai koefisien determinasi sebesar 0,125 atau 12,5%. 
Hal ini menunjukkan bahwa variabel Kepatuhan Wajib Pajak dipengaruhi 
oleh variabel Kualitas Pelayanan Pajak, Sanksi Pajak dan Kesadaran Wajib 
Pajak sebesar 12,5%, sedangkan sisanya sebesar 87,5% dipengaruhi oleh 
faktor lain yang tidak dijelaskan dalam penelitian ini. 
C. Pembahasan 
Beradasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti maka 
diperoleh suatu hasil penelitian sebagai berikut: 
1. Pengaruh Kualitas Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan wajib 
pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) 
Berdasarkan uji t variabel Kualitas Pelayanan Pajak  diperoleh hasil 





diterima, dengan demikian disimpulkan bahwa Kualitas Pelayanan Pajak  
berpengaruh terhadap Kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak 
Bumi dan Bangunan (PBB). Hal ini menunjukkan bahwa tinggi 
rendahnya Kualitas Pelayanan Pajak  mempengaruhi Kepatuhan wajib 
pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).  
Hal ini terlihat dari skor nilai pada variabel Kualitas Pelayanan Pajak  
sesuai dengan yang diharapkan yaitu jumlah nilai yang relatif besar. 
Sehingga hal ini menyebabkan Kualitas Pelayanan Pajak  berpengaruh 
terhadap Kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan 
Bangunan (PBB). 
Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian terdahulu yang 
dilakukan oleh Setiawan (2014) dan Suardana (2014) menyatakan bahwa 
kualitas pelayanan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. 
Mutu pelayanan terbaik yang diterima wajib pajak dari petugas pajak 
akan membuat wajib pajak cenderung patuh untuk membayar kewajiban 
perpajakannya. 
2. Pengaruh Sanksi Pajak Pemerintah Terhadap Kepatuhan wajib 
pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) 
 Berdasarkan uji t variabel Sanksi Pajak  diperoleh hasil dengan 
nilai signifikan 0,008 jauh lebih kecil dari 0,05. Maka hipotesis diterima, 
dengan demikian disimpulkan bahwa Sanksi Pajak  berpengaruh terhadap 
Kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan 





mempengaruhi Kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan 
Bangunan (PBB).  
Hal ini menunjukan bahwa adanya Sanksi Pajak  , maka Kepatuhan 
wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) akan 
semakin membaik.  
Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang sudah 
dilakukan oleh Putu ery setiawan dan Ni Ketut Muliari (2010) 
menyatakan bahwa Sanksi pajak memiliki pengaruh Kepatuhan wajib 
pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Hal ini 
membuktikan bahwa Sank pajak dilakukan dengan baik Maka akan 
meningkatkan Kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan 
Bangunan (PBB) 
3. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak  Terhadap Kepatuhan wajib 
pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) 
Berdasarkan uji t variabel Kesadaran Wajib Pajak diperoleh hasil 
dengan nilai signifikan 0,036 jauh lebih kecil dari 0,05. Maka hipotesis 
diterima, dengan demikian disimpulkan bahwa Kesadaran Wajib Pajak 
berpengaruh  Terhadap Kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak 
Bumi dan Bangunan (PBB) 
Hal ini berarti Kesadaran Wajib Pajak dapat memberikan pengaruh 
yang signifikan terhadap Kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak 
Bumi dan Bangunan (PBB). Semakin tinggi tingkat Kesadaran Wajib 
Pajak maka Kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan 





rendah tingkat Kesadaran Wajib Pajak maka Kepatuhan wajib pajak 
dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) akan semakin rendah. 
Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang sudah 
dilakukan oleh Panca Wati Hardi Ningsih (2011) menyatakan bahwa 
Kesadaran Wajib Pajak maka Kepatuhan wajib pajak dalam membayar 



























Berdasarkan penelitian mengenai Pengaruh Kualitas Pelayanan 
Pajak, Sanksi Pajak Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan 
Wajib Pajak Di Kecamatan Larangan Tahun 2018 maka diambil 
beberapa kesimpulan sebagai berikut: 
1. Kualitas pelayanan pajak berpengaruh signifikan positif terhadap 
kepatuhan wajib pajak. 
2. Sanksi pajak berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan 
wajib pajak. 
3. Kesadaran wajib pajak berpengaruh signifikan positif terhadap 
kepatuhan wajib pajak. 
B. Keterbatasan 
Penelitian ini masih memiliki keterbatasan, yaitu kualitas 
pelayanan pajak, sanksi pajak, dan kesadaran wajib pajak terhadap 
kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan di kecamatan larangan 
hanya berpengaruh sebesar 12,5%, sedangkan sisanya sebesar 87,5% 







1. Diperlukan adanya  kualitas pelayan pajak yang baik, sanksi pajak, 
dan kesadaran wajib pajak yang tinggi sehingga dengan begitu 
akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi 
kewajiban perpajakannya. 
2. Petugas pelayanan pajak harus lebih aktif dalam memberikan 
pelayanan  kepada wajib pajak  sehingga dapat meningkatkan 
kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban membayar 
PBB nya. 
3. Untuk penelitian selanjutnya peneliti dapat menggunakan variabel 
penelitian diluar model yang diteliti dalam penelitian ini seperti 
kondisi system administrasi pajak suatu Negara, pemeriksaan 
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KUESIONER KUALITAS PELAYANAN PAJAK, SANSKI PAJAK, DAN 
KESADARAN WAJIB PAJAK 
 
Kami mohon kiranya Bapak/ Ibu/ Saudara dapat meluangkan waktu untuk 
menjawab pertanyaan – pertanyaan yang kami ajukan. Semua keterangan yang 
disampaikan, kami gunakan untuk kepentingan perbaikan kualitas pelayanan 
pajak di kecamatan Larangan. 
Kami menjamin kerahasiaan Bapak/ Ibu/ Saudara dalam pengisian kuesioner. 
Jawablah pertanyaan dibawah ini dengan menyagkut pengalaman Bapak/ Ibu/ 
Saudara setelah menerima, mengalami pelayanan di kantor pajak Kecamatan 
Larangan. 
SS =  Sangat Setuju  TS          =  Tidak Setuju 
S  =  Setuju   STS          = Sangat Tidak Setuju 
N  =  Netral 
Setiap jawaban yang Bapak/ Ibu/ Saudara pilih silahkan beri tanda √ 
Atas jawaban Bapak/ Ibu/ Saudara, kami ucapkan terima kasih. 
Kualitas pelayanan pajak 
a. Kualitas pelayanan pajak 
No Tangibles (Penampilan Jasa) SS S N TS STS 
1.  Secara umum penampilan petugas 
berpakaian rapih dan tidak berseragam 
saat bekerja. 
     
2.  Ruang tunggu pelayanan terlihat bersih      








No Reliability (Kehandalan) SS S N TS STS 
4.  Petugas pajak memberikan informasi dan 
penjelasan dengan jelas dn mudah 
dimengerti oleh wajib pajak serta 
memberikan solusi yang tepat 
     
5.  Petugas selalu melancarkan prosedur 
pelayanan. 
 
     
6.  Dalam penyelenggaraan pajak, petugas 
hanya mengarahkan tanpa mempengaruhi 
wajib pajak. 
     
 
No Responsiveness (Kecepatan/ 
Ketanggapan)  
SS S N TS STS 
7.  Petugas cepat tanggap atas keluhan dan 
kesulitan yang dialami wajib pajak. 
     
8.  Petugas mendengarkan saran dari wajib 
pajak tentang pelayanan pajak. 
     
9.  Petugas mendengarkan kritik dari wajib 
pajak tentang pelayanan pajak. 
     
 
No Assurance (Persepsi jaminan) SS S N TS STS 
10.  Petugas selalu memberikan pelayanan 
sesuai dengan prosedur administrasi 
pajak. 
     
11.  Petugas bersikap adil dalam melayani 
setiap wajib pajak 
     
12.  Petugas tidak pernah membeda bedakan 
status sosial wajib pajak 
     
 
No Empathy (Persepsi Empati) SS S N TS STS 
13.  Petugas selalu memberikan waktu kepada 
wajib pajak untuk membayar pajaknya 
     
14.  Petugas selalu mendatangi rumah wajib 
pajak jika pajak itu belum di bayar 
     
15.  Petugas selalu bersikap ramah dan rela 
pulang terlambat pulang dalam 
membantu wajib pajak untuk mengatasi 








b. Sanski pajak 
No Kemanfaatan  SS S N TS STS 
16.  Sanski pajak diperlukan untuk 
menciptakan kedisiplinan setiap wajib 
pajaktercipta kedisiplinan wajib pajak 
     
17.  Sanski pajak diharapkan dapat 
menumbuhkan efek jera kepada wajib 
pajak yang tidak patuh 
 
     
18.  Penundaan pembayaran pajak dapat 
merugikan negara 
     
 
No Teknik  SS S N TS STS 
19.  Sanski pajak yang diberikan sesuai 
dengan ketentuan yang berlaku 
     
20.  Wajib pajak yang tidak patuh akan 
dikenakan sanski perpajakan berupa 
sanski administrasi maupun sanski pidana 
     
 
c. Kesadaran wajib pajak 
No Persepsi wajib pajak SS S N TS STS 
21.  Membayar pajak merupakan bentuk 
partisipasi dalam menunjang 
pembangunan negara 
     
22.  Membayar pajak bisa digunakan untuk 
membiyayai pengeluaran umum/ barang 
publik 
     
23.  Keterlambatan membayar pajak akan 
mendapatkan keadilan dan kepastian 
hukum 
     
 
No Pengetahuan wajib pajak SS S N TS STS 
24.  Masyarakat mengetahui fungsi dan 
manfaat pajak digunakan untuk 
membiyayai pembangunan negara dan 





secara umum bagi masyarakat 
25.  Masyarakat mengetahui mengenai sistem 
perpajakan di Indonesia 
     
26.  Masyarakat mengetahui bagaimana cara 
mengisi SPT dengan benar, membuat 
laporan keuangan, dan cara membayar 
pajak dengan benar 
     
 
No karakteristik wajib pajak SS S N TS STS 
27.  Saya sadar bahwa membayar pajak itu 
perlu 
     
28.  Saya selalu menghitung pajak 
penghasilan yang terutang dengan tepat 
waktu 
     
29.  Untuk mendapatkan NPWP (Nomor 
Pokok Wajib Pajak), saya mendaftarkan 
diri secara sukarela  
     
 
No Penyuluhan perpajakan SS S N TS STS 
30.  Mengikuti seminar perpajakan itu sangat 
penting 
     
31.  Saya selalu mendapatkan undangan dari 
kantor pajak untuk mengikuti sosialisasi 
perpajakan mengenai peraturan 
perpajakan terbaru 
     
32.  Saya mendapatkan informasi mengenai 
pajak penghasilan dari sosialisasi media 
elektronik dan cetak (internet/ TV/ Radio/ 
Koran, dll 






















x1.1 x1.2 x1.3 x1.4 x1.5 x1.6 x1.7 x1.8 x1.9 x1.10 x1.11 x1.12 x1.13 x1.14 x1.15 
1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 75 
2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 2 3 67 
3 4 3 3 3 4 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 48 
4 3 3 4 3 4 3 3 4 3 4 4 4 4 3 3 52 
5 4 4 4 4 5 5 4 4 4 4 4 4 4 5 5 64 
6 2 2 2 3 2 2 2 2 2 3 3 3 4 4 4 40 
7 2 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 4 2 67 
8 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 5 34 
9 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 2 4 5 1 66 
10 2 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 3 3 4 66 
11 4 4 4 3 3 5 4 5 5 4 5 5 4 5 5 65 
12 5 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 2 2 2 4 53 
13 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 5 2 2 4 36 
14 4 5 5 5 5 5 5 3 3 5 5 5 3 3 5 66 
15 3 5 4 5 4 4 3 4 4 5 4 4 5 5 5 64 
16 3 5 3 5 4 4 4 4 2 5 5 4 5 5 5 63 
17 2 5 5 4 4 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 67 
18 2 5 5 5 5 5 4 5 5 4 3 5 3 4 5 65 
19 4 4 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 3 70 
20 2 4 4 4 4 4 5 5 4 4 4 4 5 5 5 63 
21 4 5 5 5 5 5 4 5 5 4 4 4 4 4 5 68 
22 4 5 5 5 5 5 4 5 5 3 4 3 4 4 5 66 
23 4 5 5 5 5 5 4 5 5 4 4 4 4 4 5 68 
24 4 5 5 5 5 5 4 5 5 4 3 3 3 3 5 64 
25 4 5 5 5 5 5 4 5 5 4 5 5 5 5 5 72 





27 2 5 5 5 5 5 5 4 3 5 5 5 4 5 5 68 
28 2 5 5 4 5 5 3 4 5 5 5 5 5 5 3 66 
29 5 5 4 5 4 3 5 4 5 5 3 5 5 5 5 68 
30 4 3 3 4 3 4 4 3 3 3 3 2 3 3 2 47 
31 3 2 4 2 4 4 4 2 3 4 4 4 4 4 4 52 
32 4 3 3 2 2 2 2 3 2 3 3 3 3 4 3 42 
33 4 3 4 3 3 2 3 4 2 3 3 4 4 4 3 49 
34 3 2 2 2 3 4 3 3 3 3 4 2 3 2 2 41 
35 3 2 3 3 5 3 3 4 2 3 3 3 3 2 2 44 
36 3 2 3 3 2 2 3 4 2 3 2 3 3 2 2 39 
37 4 3 4 4 4 4 4 5 3 4 3 3 4 3 3 55 
38 3 2 3 3 5 3 3 4 2 3 3 3 3 2 2 44 
39 3 2 2 2 3 4 3 3 5 5 5 5 3 2 2 49 
40 4 3 4 3 3 2 4 5 5 5 5 5 5 5 5 63 
41 4 3 3 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 4 3 52 
42 3 2 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 42 
43 4 4 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 65 
44 5 5 5 4 5 5 3 5 4 5 5 5 4 3 3 66 
45 2 5 5 5 4 5 5 3 4 5 5 5 4 4 4 65 
46 2 5 5 4 3 3 3 3 2 3 3 3 4 3 4 50 
47 4 4 5 5 3 3 2 2 3 3 4 4 4 5 5 56 
48 3 3 4 5 3 2 4 5 3 3 4 4 4 3 4 54 
49 4 5 4 4 3 3 2 2 3 5 5 5 5 3 4 57 
50 4 4 4 4 3 5 2 4 4 3 3 3 3 3 4 53 
51 4 4 5 3 3 3 2 3 4 4 3 5 4 5 3 55 
52 3 3 3 5 5 3 3 5 2 3 4 4 5 3 3 54 
53 4 3 4 5 4 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 49 
54 4 3 4 4 4 5 5 3 3 2 3 3 3 3 3 52 
55 4 4 4 5 5 3 5 3 3 3 4 2 4 3 3 55 
56 3 3 2 2 4 3 4 5 3 4 3 4 4 5 5 54 
57 4 4 4 3 3 3 2 2 5 5 4 3 5 4 4 55 
58 4 4 4 2 3 3 3 3 5 5 4 4 3 3 4 54 
59 3 3 3 5 5 5 4 4 4 2 2 3 3 4 5 55 
60 4 4 4 5 5 2 3 3 4 4 3 2 4 3 3 53 
61 4 4 4 3 3 3 2 5 4 4 4 5 5 4 3 57 
62 5 5 5 3 3 3 4 4 3 3 5 4 3 3 3 56 
63 4 4 4 4 3 3 3 3 5 5 2 5 5 5 4 59 
64 3 3 4 4 3 2 3 4 4 4 5 5 3 3 3 53 
65 4 4 4 4 4 5 5 5 3 3 3 3 5 5 5 62 





67 4 3 3 3 5 5 5 5 2 4 5 5 5 5 5 64 
68 4 5 5 5 4 4 3 3 2 2 3 4 4 4 4 56 
69 5 5 5 3 3 4 4 5 5 3 4 4 5 5 4 64 
70 4 4 4 4 3 3 3 5 5 5 2 2 5 5 5 59 
71 5 5 5 3 3 3 4 4 5 5 4 3 3 3 3 58 
72 3 3 4 4 4 4 4 5 4 3 3 3 3 3 4 54 
73 4 4 4 4 3 3 4 5 5 5 5 4 4 3 3 60 
74 4 4 5 5 3 3 5 4 4 3 3 3 3 3 3 55 
75 4 4 2 2 2 4 4 5 5 5 5 5 5 5 4 61 
76 3 4 5 5 5 3 3 4 4 5 4 3 3 3 3 57 
77 4 4 4 3 3 3 5 5 5 3 3 2 5 5 4 58 
78 5 5 5 3 3 3 4 4 4 2 2 3 4 5 5 57 
79 4 4 4 4 3 3 3 4 5 4 5 3 4 5 2 57 
80 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 4 3 1 51 
81 4 4 3 2 4 5 5 2 4 5 5 5 5 5 5 63 
82 4 4 2 3 4 5 4 4 3 4 4 4 4 4 4 57 
83 3 4 5 2 3 4 4 4 5 5 5 5 5 5 4 63 
84 4 4 5 5 5 3 3 5 4 2 2 2 4 4 4 56 
85 4 4 3 3 3 5 5 2 3 3 3 3 4 5 3 53 
86 4 4 3 3 3 3 4 4 4 3 3 2 2 3 3 48 
87 2 3 3 3 3 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 61 
88 4 4 4 5 5 5 3 3 2 3 3 3 3 4 4 55 
89 4 4 5 5 5 3 3 3 4 4 4 5 5 4 4 62 
90 4 4 4 5 4 4 5 5 4 3 3 3 3 3 3 57 
91 5 5 4 4 5 4 3 3 3 3 4 4 3 3 4 57 
92 3 4 3 5 5 5 3 3 3 3 3 3 3 2 3 51 
93 4 4 4 3 3 3 5 5 5 2 2 5 5 5 5 60 
94 5 5 4 4 4 5 5 3 3 4 2 2 3 4 4 57 
95 4 4 5 5 3 3 5 5 3 3 5 5 3 3 3 59 
96 5 4 3 3 5 4 3 5 3 3 3 4 4 4 4 57 
97 4 5 4 5 5 3 3 3 5 4 5 5 5 5 5 66 
98 4 4 5 5 5 3 3 5 5 5 4 5 3 4 4 64 











Jumlah x2.1 x2.2 x2.3 x2.4 x2.5 
1 5 5 5 4 4 23 
2 3 5 5 4 4 21 
3 5 5 5 4 3 22 
4 3 4 5 5 4 21 
5 5 4 4 4 5 22 
6 4 4 3 2 2 15 
7 4 4 5 5 3 21 
8 4 4 5 5 5 23 
9 4 4 4 4 3 19 
10 5 4 4 5 5 23 
11 5 5 5 5 4 24 
12 3 3 3 3 3 15 
13 1 1 4 4 1 11 
14 1 1 4 4 1 11 
15 5 5 4 4 3 21 
16 5 5 4 4 3 21 
17 5 5 2 4 4 20 
18 5 5 4 5 4 23 
19 5 4 3 4 2 18 
20 5 4 4 3 4 20 
21 4 4 3 4 3 18 
22 4 4 3 4 4 19 
23 4 4 3 4 3 18 
24 4 4 4 5 4 21 
25 4 4 3 4 3 18 
26 5 5 4 3 4 21 
27 5 5 3 3 2 18 
28 5 5 5 4 3 22 
29 4 3 4 4 3 18 
30 2 3 4 4 3 16 
31 5 5 4 2 3 19 
32 4 2 3 3 4 16 
33 4 3 2 3 2 14 
34 2 3 2 3 2 12 
35 3 3 2 3 4 15 
36 3 2 2 2 2 11 





38 3 3 2 3 4 15 
39 2 3 2 4 3 14 
40 2 3 2 3 2 12 
41 4 2 4 4 5 19 
42 3 3 5 2 3 16 
43 5 5 4 4 3 21 
44 4 3 3 3 3 16 
45 5 5 5 4 2 21 
46 3 3 4 5 2 17 
47 3 4 5 3 5 20 
48 4 4 4 4 3 19 
49 5 5 5 4 3 22 
50 3 3 3 2 2 13 
51 4 5 5 3 4 21 
52 4 4 4 4 4 20 
53 4 3 3 4 3 17 
54 3 3 4 5 5 20 
55 4 4 4 3 3 18 
56 4 3 3 4 3 17 
57 5 5 4 5 3 22 
58 3 3 4 4 5 19 
59 4 4 3 4 4 19 
60 4 4 3 3 3 17 
61 4 4 4 5 5 22 
62 4 4 4 5 5 22 
63 5 5 4 4 5 23 
64 3 5 3 3 3 17 
65 3 3 3 3 5 17 
66 3 2 5 5 5 20 
67 4 4 3 4 4 19 
68 3 3 4 5 3 18 
69 3 4 4 3 3 17 
70 4 4 4 3 3 18 
71 5 5 5 3 3 21 
72 4 4 3 3 3 17 
73 4 5 4 4 4 21 
74 4 4 5 5 3 21 
75 4 4 4 5 5 22 
76 4 4 4 4 5 21 
77 4 4 5 3 3 19 





79 3 3 3 5 4 18 
80 4 4 3 3 4 18 
81 3 4 3 5 5 20 
82 3 5 5 5 5 23 
83 4 4 5 5 5 23 
84 5 5 5 4 4 23 
85 3 3 4 4 4 18 
86 3 3 4 4 5 19 
87 4 5 5 5 3 22 
88 4 4 4 4 4 20 
89 4 4 4 4 3 19 
90 3 3 3 3 5 17 
91 4 4 5 3 3 19 
92 3 3 3 4 4 17 
93 4 3 5 5 5 22 
94 3 4 5 4 5 21 
95 3 4 5 5 5 22 
96 3 3 4 4 4 18 
97 3 3 4 4 4 18 
98 5 5 4 4 3 21 









x3.1 x3.2 x3.3 x3.4 x3.5 x3.6 x3.7 x3.8 x3.9 x3.10 x3.11 x3.12 
1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 60 
2 3 2 1 2 3 2 4 4 4 4 3 2 34 
3 3 2 2 2 3 4 4 4 4 4 4 2 38 
4 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 27 
5 4 4 3 4 5 5 5 5 5 5 3 4 52 
6 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 33 
7 5 3 2 5 4 4 4 4 4 4 4 4 47 
8 5 3 2 5 4 2 5 4 4 4 4 5 47 
9 5 5 4 3 3 4 5 4 3 3 2 5 46 
10 5 5 5 4 4 5 5 5 5 2 2 4 51 
11 4 5 5 4 5 5 4 5 4 4 3 3 51 
12 5 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 39 
13 5 2 1 4 3 2 5 4 3 3 3 3 38 
14 5 2 1 4 3 2 5 4 3 3 3 3 38 
15 5 1 2 5 5 1 5 5 4 5 5 5 48 
16 5 1 2 5 5 1 5 5 5 5 5 5 49 
17 4 4 4 5 5 5 5 5 5 4 4 5 55 
18 5 5 2 5 5 5 5 4 4 5 5 5 55 
19 4 1 2 3 3 4 4 3 4 4 4 3 39 
20 5 4 3 5 5 5 4 3 5 4 4 4 51 
21 4 3 4 4 4 4 4 4 3 4 3 4 45 
22 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 37 
23 4 3 4 4 4 4 4 4 3 4 3 4 45 
24 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 47 
25 4 3 4 4 4 4 4 4 3 4 3 4 45 
26 5 4 2 3 4 4 4 4 4 5 4 4 47 
27 4 4 2 4 4 4 4 3 4 4 4 4 45 
28 4 4 2 4 4 4 5 4 5 5 5 5 51 
29 5 4 4 4 3 3 3 4 3 3 4 5 45 
30 4 2 3 1 2 3 2 2 3 3 4 3 32 
31 4 4 3 4 3 2 4 4 3 3 2 2 38 
32 2 2 4 4 3 3 3 3 2 3 4 2 35 
33 2 2 2 3 2 2 3 3 3 2 2 2 28 
34 2 3 2 2 3 2 3 2 3 3 4 3 32 
35 2 2 2 3 2 2 3 2 2 3 2 2 27 
36 2 3 2 3 2 3 4 2 4 2 3 2 32 





38 2 2 2 3 2 2 3 2 2 3 3 2 28 
39 2 3 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 28 
40 2 2 2 3 2 2 3 3 3 3 3 3 31 
41 2 2 4 4 3 3 3 3 2 4 4 4 38 
42 4 4 3 4 3 2 3 3 2 3 2 2 35 
43 4 2 3 1 2 4 5 5 5 5 5 5 46 
44 5 4 4 3 2 2 2 2 2 2 2 2 32 
45 4 4 2 4 4 4 5 4 4 4 4 3 46 
46 3 4 5 5 2 3 4 4 4 3 4 5 46 
47 4 4 4 5 3 3 3 5 5 4 3 5 48 
48 4 5 4 5 5 3 3 3 3 3 3 3 44 
49 4 4 3 4 5 4 3 3 4 4 3 4 45 
50 3 3 3 4 4 3 4 4 3 4 4 4 43 
51 3 4 5 3 3 3 4 5 5 5 5 3 48 
52 5 5 5 4 4 3 3 3 4 4 4 4 48 
53 4 4 4 5 5 5 3 3 3 4 5 4 49 
54 2 3 4 4 5 3 4 4 4 4 5 4 46 
55 5 5 5 4 4 4 3 3 4 4 5 5 51 
56 4 4 3 5 5 4 3 2 4 4 4 5 47 
57 4 4 3 4 5 4 4 3 3 3 3 4 44 
58 4 4 3 3 3 5 5 4 3 3 4 4 45 
59 3 3 3 4 4 5 5 5 2 3 5 4 46 
60 4 4 5 5 3 3 3 4 4 4 5 3 47 
61 3 4 5 5 4 4 4 3 3 4 3 4 46 
62 4 4 3 3 5 5 3 3 4 5 5 3 47 
63 4 4 3 3 4 4 3 3 4 4 4 4 44 
64 4 4 4 5 5 4 4 3 3 3 4 4 47 
65 4 4 4 3 3 3 5 3 3 2 2 4 40 
66 3 3 5 5 5 5 4 4 4 5 5 3 51 
67 4 4 4 5 5 4 4 3 3 4 5 4 49 
68 4 4 4 3 3 4 5 3 5 5 5 5 50 
69 4 4 4 5 5 5 3 3 3 4 4 4 48 
70 5 5 4 4 3 3 5 5 5 5 5 5 54 
71 3 3 4 4 5 5 4 4 4 3 3 3 45 
72 4 4 5 5 5 4 4 4 4 4 4 3 50 
73 5 5 4 4 4 5 4 5 3 3 3 3 48 
74 3 3 4 4 4 4 5 3 4 3 3 5 45 
75 5 5 4 4 3 3 3 3 5 2 3 4 44 
76 4 4 3 3 5 5 3 3 3 4 3 2 42 
77 3 3 4 5 4 3 2 2 3 3 3 4 39 





79 2 3 4 4 4 3 4 4 5 5 5 5 48 
80 4 4 5 5 3 3 4 5 5 5 4 4 51 
81 5 5 5 5 2 3 3 4 4 5 2 2 45 
82 4 5 3 5 5 2 2 5 5 5 5 4 50 
83 3 4 4 4 5 5 3 3 4 4 4 4 47 
84 3 3 4 4 5 5 3 3 5 5 5 5 50 
85 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 4 4 39 
86 3 3 4 4 5 5 4 3 4 5 5 5 50 
87 3 3 4 4 4 5 5 3 3 3 3 3 43 
88 3 3 4 4 4 3 3 5 4 3 3 3 42 
89 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 37 
90 3 4 5 2 2 5 4 5 5 5 5 5 50 
91 3 4 5 5 4 3 2 2 1 2 3 4 38 
92 3 4 3 4 2 2 2 2 2 2 1 2 29 
93 3 3 3 3 4 5 4 4 4 4 4 5 46 
94 4 3 4 3 3 3 3 3 2 2 1 2 33 
95 4 4 3 3 5 5 3 3 5 5 5 4 49 
96 4 5 5 4 4 3 3 2 2 2 2 2 38 
97 4 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 3 55 
98 4 4 3 3 3 4 4 3 3 3 4 4 42 



















 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 
Kualitas Pelayanan Pajak 99 34 75 57,36 8,147 
Sanksi Pajak 99 11 24 18,87 2,985 
Kesadaran Wajib Pajak 99 27 60 43,39 7,175 
Kepatuhan Wajib Pajak 99 18 38 29,63 3,792 





 X2.1 X2.2 X2.3 X2.4 X2.5 Sanksi Pajak 
X2.1 Pearson Correlation 1 ,720** ,230* ,063 ,100 ,653** 
Sig. (2-tailed)  ,000 ,022 ,535 ,325 ,000 
N 99 99 99 99 99 99 
X2.2 Pearson Correlation ,720** 1 ,355** ,120 ,112 ,712** 
Sig. (2-tailed) ,000  ,000 ,238 ,268 ,000 
N 99 99 99 99 99 99 
X2.3 Pearson Correlation ,230* ,355** 1 ,395** ,260** ,683** 
Sig. (2-tailed) ,022 ,000  ,000 ,009 ,000 
N 99 99 99 99 99 99 
X2.4 Pearson Correlation ,063 ,120 ,395** 1 ,400** ,596** 
Sig. (2-tailed) ,535 ,238 ,000  ,000 ,000 
N 99 99 99 99 99 99 
X2.5 Pearson Correlation ,100 ,112 ,260** ,400** 1 ,597** 
Sig. (2-tailed) ,325 ,268 ,009 ,000  ,000 
N 99 99 99 99 99 99 
Sanksi Pajak Pearson Correlation ,653** ,712** ,683** ,596** ,597** 1 
Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,000 ,000  
N 99 99 99 99 99 99 
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 












Alpha Based on 
Standardized 
Items N of Items 




Case Processing Summary 
 N % 
Cases Valid 99 100,0 
Excludeda 0 ,0 
Total 99 100,0 




Model R R Square 
Adjusted R 
Square 
Std. Error of the 
Estimate 
1 ,389a ,152 ,125 3,548 
a. Predictors: (Constant), Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan 
Pajak, Sanksi Pajak 
b. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak 
 
ANOVAa 
Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
1 Regression 213,514 3 71,171 5,655 ,001b 
Residual 1195,658 95 12,586   
Total 1409,172 98    
a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak 













t Sig. B Std. Error Beta 
1 (Constant) 23,465 2,959  7,930 ,000 
Kualitas Pelayanan Pajak ,139 ,050 ,300 2,787 ,006 
Sanksi Pajak -,400 ,147 -,315 -2,712 ,008 
Kesadaran Wajib Pajak ,131 ,062 ,249 2,124 ,036 




 Minimum Maximum Mean Std. Deviation N 
Predicted Value 25,19 33,27 29,63 1,476 99 
Residual -10,884 8,360 ,000 3,493 99 
Std. Predicted Value -3,006 2,467 ,000 1,000 99 
Std. Residual -3,068 2,357 ,000 ,985 99 
a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak 
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